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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Polemik pro dan kontra terhadap putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 yang menyatakan 

bahwa ketentuan Pasal 268 ayat (3) Undang Undang 

Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP bertentangan 

dengan Undang Undang Dasar 1945 sehingga tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat.  Bunyi ketentuan 

Pasal 268 ayat (3)Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 

tentang  Hukum Acara Pidana tersebut, selanjutnya 

disebut KUHAP, menyebutkan bahwa “Permintaan 

peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat 

dilakukan satu kali saja”. Setelah diuji materil terhadap 

UUD 1945 di Mahkamah Konstutusi, maka ketentuan 

tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat, artinya Peninjauan Kembali, selanjutnya disebut 

PK, boleh dilakukan lebih dari satu kali atau boleh 

dilakukan beberapa kali. Kalangan yang pro terhadap 

putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan 

argumentasi bahwa untuk mendapatkan keadilan tidak 

boleh dibatasi oleh waktu, sehingga PK dapat dilakukan 

kapan saja sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan 

oleh undang-undang. Sedangkan kalangan yang kontra 

memberikan argumentasi bahwa jika PK tidak dibatasi 

berapa kali boleh mangajukan PK, maka perkara tidak 

akan pernah selesai, sehingga tidak memberikan kepastian 

hukum. 

Sebagaimana telah diketahui bahwa  Mahkamah 

Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan 

kehakiman,  berwenang melakukan pengujian Undang-

Undang terhadap Undang Undang Dasar, hal ini 

disebutkan dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 
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yang berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang 

mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang 

putusannya bersifat final untuk menguji Undang Undang 

terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa 

kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya 

diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus 

pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan 

tentang hasil pemilihan umum”. Kemudian dalam 

ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 

Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang 

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 

“Menguji Undang Undang terhadap Undang Undang 

Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”. 

Permalahan pro dan kontra persoalan hukum acara 

tersebut bermula diajukannya permohonan uji materil 

Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP 

terhadap Undang Undang Dasar oleh  Antasari Azhar, 

SH., MH., Pensiunan Jaksa, Ida Laksmiwaty, SH., Swasta 

/ Ibu Rumah Tangga dan Ajeng Oktarifka Antasariputri, 

Swasta, yang beralamat: Jl. Marbabu Blok A Nomor13 

Giriloka – 2 BSD, Tangerang Selatan.   

Kasus Antasari Azhar menjadi sangat menarik dan 

menjadi perhatian publik karena ia mantan Jaksa dan juga 

mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

yang divonis bersalah telah melakukan pembunuhan 

terhadap Nasrudin Zulkarnaen. Antasari Azhar merupakan 

terpidana pada perkara pidana di Pengadilan Negeri 

Jakarta Selatan Nomor 1532/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel yang 

telah diputus pada tanggal 11 Pebruari 2010. Putusan 

mana telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van 

gewijsde)  dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 

1429/Pid/2010 tanggal 21 September 2010. Terhadap 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1429/Pid/2010 tanggal 

21 September 2010 ini,  Antasari Azhar melakukan upaya 

hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali dan diputus 

oleh Mahkamah Agung Nomor 117/PK/Pid/2011 tanggal 
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13 Pebruari 2012, yang pada intinya memutuskan menolak 

Peninjauan Kembali yang diajukan Antasari Azhar 

tersebut. Oleh karena selama proses pemeriksaan perkara 

di pengadilan ia merasa ada hal-hal yang dianggapnya 

tidak terbukti atau belum dapat dibuktikan dan ia 

mempunyai bukti baru atau novum, yang dengan bukti 

baru itu ia bisa membuktikan bahwa ia tidak bersalah dan 

bebas dari hukuman. Akan tetapi ketika ingin mengajukan 

Peninjauan Kembali untuk kedua kalinya, ia tidak bisa, 

karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 268 ayat (3) 

Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP 

yang menyebutkan bahwa “Permintaan Peninjauan 

Kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu 

kali saja” Ketentuan inilah yang menurut Antasari Azhar 

membatasi untuk melakukan Peninjauan Kembali, 

sehingga ia merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya 

untuk menggapai kebenaran dan keadilan yang seadil-

adilnya. 

Berdasarkan fakta inilah kemudian ia mengajukan 

uji materiil Pasal 268 ayat (3) Undang Undang Nomor 8 

Tahun 1981tentang KUHAP terhadap Undang Undang 

Dasar 1945 kepada Mahkamah Konstitusi. Permohonan 

diajukan pada tanggal 8 Maret 2013. Dalam 

permohonannya secara garis besar disebutkan bahwa ada 

kerugian yang diderita oleh para Pemohon, bahwa rasa 

keadilan telah tereliminir oleh ketentuan yang membatasi 

Peninjauan Kembali untuk kedua kalinya sebagaimana 

diatur dalam ketentuan Undang-Undang yang dimohonkan 

untuk diuji, sehingga Pemohon tidak dapat 

memperjuangkan hak keadilan di depan hukum sebagai 

Warga Negara Indonesia [vide Pasal 28D ayat (1) Undang 

Undang Dasar Republik Indonesia 1945]. 

Kemudian disebutkan bahwa berdasarkan prinsip 

keadilan dan asas persamaan kedudukan dalam hukum 

(equality before the law), hak Pemohon sebagai rakyat dan 

sebagai Warga Negara Indonesia atas keadilan tidak 
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terakomodir oleh Undang-Undang yang diajukan untuk 

diuji materil yang menutup kemungkinan bagi para 

pemohon untuk mencapai keadilan, sehingga dalam hal ini 

para Pemohon merasa didzolimi atas Undang-Undang 

tersebut. Dengan demikian, adanya Undang-Undang yang 

melarang dilakukannya Peninjauan Kembali untuk kedua 

kalinya setelah ditemukannya novum, sesungguhnya 

menciderai rasa keadilan (sense of justice) pencari 

keadilan (yustitiabelen).  

Larangan terhadap Peninjauan Kembali untuk kedua 

kalinya setidak-tidaknya mengabaikan prinsip dan nilai 

keadilan materiil / substansial, prinsip negara hukum yang 

menjamin hak asasi warga negara untuk memperjuangkan 

keadilan, dan bertolak belakang dengan hukum yang 

responsif dan progresif, sehingga untuk mencari keadilan 

tidak boleh ada pembatasan. 

Dalam doktrin hukum pidana, letak keadilan lebih 

tinggi dari pada kepastian hukum, sehingga apabila harus 

memilih, maka keadilan mengenyampingkan kepastian 

hukum. Dengan demikian pengajuan Peninjauan Kembali 

oleh korban atau ahli warisnya dapat diajukan lebih dari 

satu kali, adalah dalam rangka mencari  dan memperoleh 

keadilan harus diberi peluang, walaupun harus 

mengenyampingkan kepastian hukum. Di sisi lain 

Peninjauan Kembali jelas-jelas tidak menghalangi 

eksekusi putusan pidana, sehingga sebenarnya tidak ada 

relevansinya dengan kepastian hukum.   

Berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan 

Ahli, penjelasan Pemerintah dan keterangan DPR, 

akhirnya Mahkamah Konstitusi memutuskan dalam 

putusannya Nomor 34/PUU-XI/2013 yang diputuskan 

dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari senin, 

tanggal 22 Juli 2013 yang diucapkan dalan Sidang Pleno 

pada hari kamis, tanggal 6 Maret 2014, yang dalam amar 

putusannya menyatakan bahwa mengabulkan permohonan 

Pemohon. Bahwa ketentuan Pasal 268 ayat (3) Undang 
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Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana bertentangan dengan Undang Undang Dasar 

Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai 

kekuatan hukum mengikat. 

Atas dasar putusan inilah maka norma hukum yang 

terkandung dalam Pasal 268 ayat (3) Undang Undang 

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang 

berbunyi “Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu 

putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja” tidak 

mempunyai kekuatan mengikat, artinya tidak berlaku lagi 

karena bertentangan dengan Undang Undang Dasar 

Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini berarti bahwa 

pengajuan PK terhadap putusan perkara pidana boleh 

diajukan untuk beberapa kali. 

Pertanyaannya sekarang adalah apakah putusan 

Mahkamah Konstutusi Nomor 34/PUU-XI/2013 yang 

tidak membatasi pengajuan Peninjauan Kembali ini 

berlaku juga dalam hukum acara perdata untuk perkara 

perdata, atau dengan kata lain, apakah perubahan hukum 

dalam hukum pidana (hukum pidana formil) juga 

membawa konsekuensi perubahan dalam hukum perdata 

(hukum perdata formil). Hal ini sangat menarik karena 

norma hukum yang diuji materil sebagaimana telah 

diuraikan diatas, sama dengan yang berlaku dalam hukum 

acara perdata. 

Pengajuan upaya hukum PK dalam perkara perdata 

merujuk kepada ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang 

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman yang menyebutkan bahwa “Terhadap putusan 

Peninjauan Kembali tidak dapat dilakukan Peninjauan 

Kembali” dan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang Undang 

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang 

menyebutkan bahwa “Permohonan Peninjauan Kembali 

dapat diajukan hanya 1 (satu) kali”.  Kedua ketentuan ini 

yaitu  Pasal 24 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 

2009 dan Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 



6 
 

 
 

Tahun 1985 ini pada dasarnya norma hukum yang 

diaturnya sama, yaitu Peninjauan Kembali hanya dapat 

dilakukan satu kali saja, tidak boleh dua kali atau lebih.  

Sungguh sangat eronis bahwa dalam waktu yang 

sama dan mengatur hal yang sama yaitu tentang PK, yang 

diajukan kepada lembaga yang sama yaitu Mahkamah 

Agung, terdapat aturan yang saling berbeda. Di satu sisi 

Pasal 24 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 

dan Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 

1985 yang membatasi bahwa PK hanya dapat diajukan 

satu kali saja, sedangkan ketentuan yang sama yaitu Pasal 

268 ayat (3) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang 

sebelum diuji materiil juga menentukan bahwa PK hanya 

dapat ajukan satu kali. Akan tetapi  setelah diuji materiil 

dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-

XI/2013 ketentuan tersebut dinyatakan bertentangan 

dengan Undang Undang Dasar 1945, oleh karena itu tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga akibat 

hukumnya adalah bahwa pengajuan PK boleh dilakukan 

lebih dari satu kali.  

Kondisi yang demikian tentu membingungkan bagi 

masyarakat, baik dari kalangan akademisi, pratisi hukum 

maupun pencari keadilan itu sendiri berkaitan dengan PK 

dalam perkara perdata yang berlaku dan dipratekkan 

sampai sekarang di peradilan tingkat pertama yaitu 

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Hal ini 

disebabkan karena berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) 

Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung, sebagaimana telah dirubah dengan 

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, sebagaimana telah 

dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, 

menyebutkan bahwa permohonan Peninjauan Kembali 

diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Agung melalui 

Ketua Pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat 

pertama dengan membayar biaya perkara yang diperlukan. 

Hal ini berarti bahwa jika perkara perdata umum yang 
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menjadi kompetensi Pengadilan Negeri, maka 

permohonan PK diajukan melalui Ketua Pengadilan 

Negeri. Jika perkara perdata yang menjadi kompetensi 

Pengadilan Agama, maka permohonan PK diajukan 

melalui Ketua Pengadilan Agama. 

Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut 

diatas, maka dalam persoalan PK ini, titik fokus 

permasalahannya adalah, apakah perubahan dalam 

lapangan hukum pidana, khususnya hukum acara pidana, 

dengan sendirinya  juga berakibat terjadinya perubahan 

dalam lapangan hukum perdata, khususnya hukum acara 

perdata. Apakah pengadilan tingkat pertama yaitu 

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama punya 

kompetensi menerima berkas permohonan PK untuk yang 

kedua kalinya atau lebih.   

Untuk menjawab permasalah ini perlu dan penting 

untuk dilakukan penelitian yang dirumuskan dengan judul:  

 

 

PK PASCAPUTUSAN MK No. 34/PUU-XI/2013 

DALAM HUKUM ACARA PERDATA 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian dalam latar belakang 

sebagaimana tersebut diatas, maka permasalahannya dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana persepsi Ketua Pengadilan Negeri 

dan Ketua Pengadilan Agama tentang PK dalam 

perkara perdata pascaputusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013. 

2. Bagaimana sikap hukum Ketua Pengadilan 

Negeri dan Ketua Pengadilan Agama apabila 
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diajukan permohonan Peninjauan Kembali untuk 

kedua kalinya atau lebih dalam perkara perdata. 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut diatas, 

maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk mengetahui persepsi Ketua Pengadilan 

Negeri dan Ketua Pengadilan Agama tentang 

Peninjauan Kembali dalam perkara perdata 

pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

34/PUU-XI/2013 yang diucapkan pada tanggal 

6 Maret 2014. 

2. Untuk mengetahui sikap hukum Ketua 

Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan 

Agama apabila diajukan permohonan 

Peninjauan Kembali untuk yang kedua kalinya 

atau lebih dalam perkara perdata. 

 

D. Signifikansi Penelitian 

Adapun signifikansi dalam penelitian ini  adalah 

antara lain : 

1. Sebagai bahan referensi bagi lembaga peradilan, 

baik lembaga peradilan dalam lingkungan 

Peradilan Umum maupun lembaga peradilan 

dalam lingkungan Peradilan Agama dalam 

melakukan tindakan atau sikap hukum berkaitan 

dengan PK yang diajukan lebih dari satu kali. 

2. Bahan studi ilmiah bagi dosen dan mahasiswa 

Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam dalam 

disiplin Ilmu Hukum, khususnya Hukum Acara 

Perdata. 
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3. Bahan pustaka untuk menambah khazanah 

perpustakaan dalam disiplin Ilmu Hukum. 

4. Bahan referensi bagi peneliti yang akan meneliti 

masalah ini dari aspek yang berbeda. 

E. Definisi Operasional 

1. Persepsi berarti tanggapan (penerimaan) langsung 

dari suatu serapan
1
 Persepsi yang Peneliti 

maksudkan disini adalah pandangan, tanggapan 

atau pendapat tentang PK dalam perkara perdata 

pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

34/PUU-XI/2013. 

2. PK merupakan kependekan dari  kata Peninjauan 

Kemali, yang  dalam hukum acara perdata disebut 

requet civiel. Requet Civiel atau Peninjauan 

Kembali ialah meninjau kembali putusan perdata 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, 

karena diketahuinya hal-hal baru yang dulu tidak 

dapat diketahui oleh Hakim, sehingga apabila 

hal-hal itu diketahuinya, maka putusan Hakim 

akan menjadi lain
2
  Dari definisi ini dapatlah 

diketahui bahwa yang dimaksud PK dalam 

penelitian ini adalah upaya hukum luar biasa 

terhadap putusan Hakim yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) 

karena diketemukannya bukti baru atau novum, 

yang dengan bukti baru itu putusannya akan 

menjadi lain dari yang telah diputuskan. 

                                                           
1 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1999, h.759. 

2 H.A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan 

Agama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, h. 303. 
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3. Pasca Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013, 

dimaksudkan disini adalah bahwa setelah putusan   

Mahkamah   Konstitusi   Nomor  34/PUU-

XI/2013  yang   pada   pokoknya    menyatakan 

bahwa ketentuan Pasal 268 ayat (3)  

    Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD 

Republik Indojnesia Tahun 1945, oleh karena itu 

maka ketentuan tersebut dinyatakan tidak 

mempunyai kekuatan mengikat. Ini berarti bahwa 

dalam perkara pidana, Peninjauan Kembali 

terhadap putusan Hakim yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) 

dapat dilakukan beberapa kali, karena norma 

hukum yang menyebutkan “hanya dapat 

dilakukan satu kali saja” telah dibatalkan dengan 

putusan MK tersebut. 

 

4. Perkara perdata adalah suatu perkara  yang terjadi 

antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya 

dalam hubungan keperdataan
3 

 Dalam penelitian 

ini, yang dimaksudkan perkara keperdataan 

meliputi baik perkara perdata gugatan maupun 

perkara perdata permohonan. 

 

F. Kajian Teori  

Mengkaji tentang Peninjauan Kembali terhadap 

putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 

tidaklah lepas dari kajian tentang latar belakang lahirnya 

upaya hukum luar biasa tersebut. Dalam sistem peradilan 

dimanapun juga berlaku suatu asas yang menyatakan 

                                                           
3
 www.hukumsumberhukum.com/2014/05/pengerttian-perkara 

-perdata.html,20 Sept. 2014 

 

http://www.hukumsumberhukum.com/2014/05/pengerttian-perkara%20-perdata.html,20
http://www.hukumsumberhukum.com/2014/05/pengerttian-perkara%20-perdata.html,20
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bahwa suatu putusan pengadilan yang sudah berkekuatan 

hukum tetap, tidak bisa diubah lagi. 

Jika suatu perkara yang sudah pernah diputus 

dengan suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap, akan 

diajukan lagi ke muka pengadilan, maka gugatan yang 

baru ini dapat ditangkis dengan eksepsi tentang sudah 

adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum 

tetap. Eksepsi tersebut didasarkan pada asas ne bis in 

idem. 

Adalah suatu kenyataan bahwa Hakim adalah 

manusia biasa yang tidak luput dari kekhilafan. Dalam 

perkara perdata misalnya, bisa jadi bahwa saksi-saksi yang 

telah memberikan keterangan kesaksiannya di depan 

sidang pengadilan, kemudian dijatuhi hukuman oleh 

Hakim pidana karena dipersalahkan melakukan tindak 

pidana sumpah palsu, padahal atas keterangan saksi-saksi 

itulah dulu Penggugat telah dimenangkan oleh putusan 

Hakim.  

Dalam hal-hal seperti itu, peraturan perundang-

undangan zaman kolonial Belanda memberikan 

kemungkinan, demi memenuhi tuntutan keadilan, untuk 

membuka kembali perkara yang sudah diputus tersebut. 

Untuk perkara perdata ada pengaturannya dalam 

Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (disingkat 

Rv) yang diberi nama Request Civiel
4
 

Request Civiel yang dalam bahasa Indonesia disebut 

Peninjauan Kembali (disingkat PK) ialah meninjau 

kembali putusan perdata yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap, karena diketahuinya hal-hal baru yang dulu 

tidak dapat diketahui oleh Hakim, sehingga apabila hal-hal 

itu diketahuinya, maka putusan Hakim akan menjadi lain. 

                                                           
4
 Subekti, Hukum Acara Perdata, Binacipta, Bandung, 1982, 

h. 169.  
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Dasar diperbolehkannnya mengajukan Peninjauan 

Kembali (PK) ini dapat dijumpai dalam ketentuan Pasal 

34 UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, 

yang menyebutkan bahwa “Mahkamah Agung memeriksa 

dan memutus permohonan Peninjauan Kembali pada 

tingkat pertama dan terakhir atas putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berdasarkan 

alasan-alasan yang diatur dalam  Bab IV Bagian Keempat 

undang-undang ini”.  

Kemudian dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) UU 

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 

yang menyebutkan bahwa “Terhadap putusan pengadilan  

yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,   pihak-

pihak  yang bersangkutan dapat mengajukan Peninjauan 

Kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal-

hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-

undang”. 

Kedua undang-undang tersebut diatas, baik Undang 

Undang Nomor 14 Tahun 1985 maupun Undang Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 sama-sama mensyaratkan bahwa 

putusan yang akan dimohonkan PK adalah putusan yang 

telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkracht van 

gewijsde. Upaya hukum biasa sudah tidak ada lagi atau 

sudah tertutup.  

Pada prinsipnya PK terhadap putusan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap ini tidak 

menangguhkan atau menghentikan terhadap pelaksanaan 

putusan pengadilan atau eksekusi (Pasal 66 ayat (2) UU 

Nomor 14 Tahun 1985). Oleh karena itu permohonan PK 

ini harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara, 

atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang khusus 

dikuasakan untuk itu (Pasal 68 ayat (1) UU Nomor 14 

Tahun 1985). 

Dalam permohonan PK terhadap putusan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap ini, haruslah 

menyebutkan alasan-alasannya sebagaimana yang 
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ditentukan dalam Undang Undang Nomot 14 Tahun 1985. 

Pasal 67 UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 

Agung, sebagaimana telah dirubah dengan Undang 

Undang Nomor 5 Tahun 2004, sebagaimana telah dirubah 

dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, 

menyebutkan bahwa “Permohonan Peninjauan Kembali 

putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-

alasan sebagai berikut : 

a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan 

atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui 

setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada 

bukti-bukti yang kemudian oleh Hakim pidana 

dinyatakan palsu. 

b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-

surat bukti yang bersifat menentukan yang pada 

waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. 

c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak 

dituntut atau lebih dari pada yang dituntut. 

d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan 

belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-

sebabnya. 

e. Apabila antara pihak-pihak yang sama, mengenai 

suatu soal yang sama, atas dasar yang sama, oleh 

pengadilan yang sama atau sama tingkatannya, telah 

diberikan putusan yang bertentangan satu dengan 

yang lain. 

f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu 

kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. 

  

Pembatasan pengajuan upaya hukum PK dalam 

perkara perdata merujuk kepada ketentuan Pasal 24 ayat 

(2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa 

“Terhadap putusan Peninjauan Kembali tidak dapat 

dilakukan Peninjauan Kembali” dan ketentuan Pasal 66 
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ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa 

“Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan hanya 1 

(satu) kali”.  Kedua ketentuan ini yaitu  Pasal 24 ayat (2) 

Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 66 ayat 

(1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 ini pada 

dasarnya norma hukum yang diaturnya sama, yaitu PK 

hanya dapat dilakukan satu kali saja, tidak boleh dua kali 

atau lebih.  

G. Metode Penelitian 

1. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yang 

sosiologis (socio-legal research), yaitu mengkaji 

hukum sebagai gejala sosial yang impiris, dikaji 

sebagai variable bebas/sebab (independen variable) 

yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada aspek 

kehidupan sosial. Kajian hukum dimaksud adalah 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-

XI/2013 yang memberikan pengaruh terhadap 

penegakan hukum yang berkaitan dengan PK 

terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap. 

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu 

menggambarkan secara tepat ada tidaknya pengaruh 

pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

34/PUU-XI/2013 terhadap sikap hukum pengadilan 

tingkat pertama, yaitu Pengadilan Negeri dan 

Pengadilan Agama untuk menolak atau menerima 

permohonan PK yang kedua kalinya atau lebih 

dalam perkara perdata. 
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Lokasi penelitian ini adalah di pengadilan tingkat 

pertama, yaitu  Pengadilan Negeri dan Pengadilan 

Agama yang ada di Kalimantan Selatan. 

2. Populasi dan Sampling 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua Ketua 

Pengadilan Negeri yang ada di Kalimantan Selatan 

yang berjumlah 13 orang dan semua Ketua 

Pengadilan Agama yang ada di Kalimantan Selatan 

yang berjumlah 14 orang. Dengan demkian, jumlah 

populasi keseluruhan dalam penelitian ini adalah 27 

orang.  

Berdasarkan populasi tersebut diatas, Peneliti 

mengambil sampling 8 orang Ketua Pengadilan atau 

lebih kurang 22 % dari populasi, yang terdiri dari 4 

(empat) orang Ketua Pengadilan Negeri dan 4 

(empat) orang Ketua Pengadilan Agama.  

Teknik pengambilan sampling dilakukan secara non 

random, yaitu menggunakan cara Quota Sampling. 

Dasar penggunaan cara ini adalah jumlah dan 

kriteria subyek yang akan diteliti telah ditentukan, 

yaitu 8 orang Ketua Pengadilan yang terdiri dari 4 

(empat) orang Ketua Pengadilan Negeri dan 4 

(empat) orang Ketua Pengadilan Agama yang ada di 

Kalimantan Selatan. Akan tetapi belum ditentukan 

Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan 

Agama mana yang akan dijadikan subyek dalam 

penelitian ini. 

3. Subyek dan Objek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah Ketua Pengadilan, yaitu 

Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan 

Agama. Alasan pemilihan subyek ini adalah bahwa 

yang berwenang untuk menerima dan meneliti 
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kelengkapan berkas permohonan PK dan 

mengirimkannya ke Mahkamah Agung adalah Ketua 

Pengadilan yang bersangkutan.  Sedangkan objek 

penelitian ini adalah persepsi Ketua Pengadilan 

Negeri dan Ketua Pengadilan Agama tentang 

Peninjauan Kembali terhadap putusan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap, pasca Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 

dalam perkara perdata. 

4. Data dan Sumber Data  

Data yang digali dalam penelitian ini adalah : 

1. Identitas responden yang terdiri dari nama, 

umur, pendidikan, dan jabatan. 

2. Persepsi Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua 

Pengadilan Agama tentang PK pasca Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 

terhadap perkara perdata. 

3.  Sikap hukum Ketua Pengadilan Negeri dan 

Ketua Pengadilan Agama terhadap PK yang 

diajukan untuk kedua kalinya atau lebih, dalam 

perkara perdata. 

 

Sumber data dalam penelitian ini adalah : 

 

1. Responden, yaitu Ketua Pengadilan Negeri dan 

Ketua Pengadilan Agama yang menjadi 

sampling dalam penelitian ini.  

2. Informan, yaitu pihak-pihak yang tidak terlibat 

langsung, namun dapat memberikan informasi 

mengenai masalah yang diteliti, seperti panitera, 

jurusita / jurusita pengganti. 

 

5. Teknik Pengumpulan Data 
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Untuk mengumpulkan data, Peneliti menggunakan 

teknik interview atau wawancara, yaitu Peneliti 

mengadakan tanya jawab langsung dengan 

responden dan informan mengenai masalah yang 

diteliti, dengan pengacu pada pedoman wawancara 

yang telah dipersiapkan. 

 

6. Teknik Pengolahan dan Analisi Data 

Data yang telah terkumpul kemudian diolah dengan 

teknik : 

1. Editing, yaitu mengecek dan mengoreksi 

kembali data yang telah terkumpul untuk 

memperbaiki kekurangannya, sehingga dapat 

meningkatkan mutu kehandalan (reliabilitas) 

data yang hendak dianalisis. 

2. Klasifikasi, yaitu data yang sudah diedit 

kemudian diklasifikasikan dalam bentuk 

matrikasi agar mudah dipahami untuk dianalisis. 

3. Interpretasi, yaitu memberikan penafsiran data 

yang perlu dijelaskan lebih lanjut dengan 

menghubungkan pada landasan teori. 

Data yang telah terkumpul kemudian dilakukan 

analisis data dengan menggunakan teknik analisis 

kualitatif. 
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BAB   II  

DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN 

 

A. Profil Pengadilan Negeri  

 

1. Pengadilan Negeri Banjarmasin 

a. Sejarah Berdirinya  

Gedung kantor Pengadilan Negeri Banjarmasin di 

tempatkan secara resmi sejak tanggal 1April 1991, akan 

tetapi diserah-terimakan secara resmi kepada Ketua 

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang diresmikan oleh 

Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman 

Kalimantan Selatan pada tanggal 4 Februari 1993. 

Pengadilan Negeri Banjarmasin terletak di Jalan 

May. Jend. D.I. Panjaitan No. 27 Banjarmasin dengan 

areal tanah seluas 2.586 m2 serta luas bangunan 1.500 m2 

dan berlantai dua, memiliki 4 (empat) buah ruang sidang 

yang terdiri dari 3 buah ruangan sidang biasa dan satu 

buah ruang Sidang Utama yang dipergunakan untuk 

sidang dan pertemuan. (sumber; Dokumentasi Situasi 

Daerah Hukum Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri 

Provinsi Kalimantan tahun 2000, Departeman Kehakiman 

dan Hak Asasi Manusia R.I. Direktorat Jenderal Badan 

Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara 

Jakarta)
5
 

 

b. Visi dan Misi 

 

Visi : 

Terwujudnya Pengadilan Negeri Banjarmasin 

Yang Berwibawa, Bermartabat dan Akuntabel. 

                                                           
5
 http://pn-banjarmasin.go.id/index.php?content=umum&id=2, 

6 Oktober 2014. 

 

http://pn-banjarmasin.go.id/index.php?content=umum&id=2


19 
 

 
 

Misi : 

1. Meningkatkan imparsialitas Pengadilan. 

2. Meningkatkan sumber daya manusia yang 

profesional dan berakhlak, untuk 

meningkatkan pelayanan prima. 

3. Meningkatkan kualitas dan wibawa 

kepemimpinan Pengadilan. 

4. Meningkatkan kualitas dan transpransi 

Pengadilan
6
 

c. Pimpinan 

 

NIP NAMA JABATAN 

19600812 

1986121991 

SUJATMIKO, SH.MH. Ketua 

19600301 

1986121001 

ABDUL SIBORO, SH. MH. Wakil Ketua 

19590608 

1989032001 

Hj.ELSYE 

MANGINDAAN,SH.  M.Si. 

Panitera/Sekretaris
7
 

 

d. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri 

Banjarmasin : 

 

 

 

                                                           
6
 http://pnbanjarmasin.go.id/index.php?content=umum&id=3,6 

Oktober 2014. 
7
 http://pn-banjarmasin.go.id/index.php?content=umum&id, 8 

Oktober 2014 

 

KETUA 

WAKIL KETUA 

HAKIM 

http://pnbanjarmasin.go.id/index.php?content=umum&id=3,6
http://pn-banjarmasin.go.id/index.php?content=umum&id
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2. Pengadilan Negeri Martapura 

a. Sejarah Berdirinya  

Pengadilan Negeri merupakan sebuah lembaga 

peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang 

berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai 

Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri berfungsi 

untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara 

pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada 

umumnya. Daerah hukum Pengadilan Negeri meliputi 

wilayah Kota atau Kabupaten. Wilayah Hukum 

Pengadilan Negeri Martapura meliputi seluruh wilayah 

Kabupaten Banjar. 

Dengan dibangunnya Pengadilan Negeri Martapura 

pada tahun 1977, maka seluruh wilayah Kabupaten Banjar 

semula masuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri 

Banjarmasin menjadi cakupan wilayah hukum Pengadilan 

Negeri Martapura. 

Pada saat berdiri Pengadilan Negeri Martapura pada 

 tahun 1977. Pengadilan Negeri Martapura berkantor dan 

menempati gedung kantornya di Jalan Akhmad Yani 

Martapura. 

PANITERA/SEKRETARIS 

WAKIL PANITERA WAKIL SEKRETARIS 

PAN 

MUD 

PDT 

PAN 

MUD 

PDN 

PAN 

MUD 

HKM 

KASU

BBAG 

KEPEG

WN 

KASU

BBAG 

KEUA

NGAN 

KASUB 

BAG 

UMUM 

KELOMPOK FUNGSIONAL 

PANITERA PENGGANTI 

DAN JURUSITA 

http://id.wikipedia.org/wiki/Peradilan_Umum
http://id.wikipedia.org/wiki/Ibu_kota
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
http://id.wikipedia.org/wiki/Kota
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pidana&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perdata&action=edit&redlink=1
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Pembangunan gedung Pengadilan Negeri Martapura 

adalah merupakan bagian dari proyek peningkatan fasilitas 

prasarana fisik badan Peradilan Umum Departemen 

Kehakiman di Kalimantan Selatan dalam tahun anggaran 

1976/1977, berdasarkan DIP : No. 7/XIII/5/76 tanggal 4 

Mei 1976. dengan  Surat Keputusan Menteri Kehakiman 

Republik Indonesia tanggal 30 Maret 1976, No: Yk. 

13/5/6 

Peresmian pemakaian gedung Pengadilan Negeri 

Martapura tanggal 7 Oktober 1997 oleh Bapak direktur 

Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen 

Kehakiman Republik Indonesia, Bapak Soeroto, SH. 

 Pada saat di dirikan Pengadilan Negeri Martapura 

berada di bawah naungan Departemen Kehakiman dan 

HAM RI, sampai di tetapkannya Undang-Undang No.4 

tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka 

dilaksanakan peradilan satu atap dengan pengalihan 

organisasi, administrasi dan keuangan dari Departemen  

Kehakiman dan HAM RI ke Mahkamah Agung RI. Maka 

hingga saat ini Pengadilan Negeri Martapura merupakan 

lembaga peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung 

RI
8
 

b. Visi dan Misi 

 

Visi 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, 

Pengadilan Negeri Martapura sebagai Peradilan 

Tingkat Pertama dilandasi oleh visi ke depan, 

sebagaimana Visi Mahkamah Agung Republik 

Indonesia yaitu “Mewujudkan Badan Peradilan  

Indonesia  Yang  Agung”. 

 

                                                           
8
 http://www.pn-

martapura.go.id/index.php?content=umum&id=2, 8 Oktober 2014. 

http://www.pn-martapura.go.id/index.php?content=umum&id=2
http://www.pn-martapura.go.id/index.php?content=umum&id=2
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Misi 

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, 

Pengadilan Negeri Martapura juga membawa 

misi, yaitu: 

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan. 

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang 

Berkeadilan. 

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan 

Peradilan. 

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi 

Badan Peradilan
9
 

c. Pimpinan 

 

NIP NAMA JABATAN 

19600502 

1992121001 

Sudjarwanto, SH .MH Ketua 

19600502 

1992121001 

Ika Lusiana Riyanti, SH Wakil Ketua 

19570501 

1978102001 

Hj. Zulaikha Masdar Panitera/Sekretaris 

 

d. Struktur Organisasi
10

 Pengadilan Negeri 

Martapura : 

 

 

                                                           
9
 http://www.pn-

martapura.go.id/index.php?content=umum&id=3, 8 Oktober 2014. 
 

10 http://www.pn-

martapura.go.id/index.php?content=umum&id=5, 8 Oktober 2014. 

 

http://www.pn-martapura.go.id/index.php?content=umum&id=3
http://www.pn-martapura.go.id/index.php?content=umum&id=3
http://www.pn-martapura.go.id/index.php?content=umum&id=5
http://www.pn-martapura.go.id/index.php?content=umum&id=5
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3. Pengadilan Negeri Pelaihari 

a. Sejarah Berdirinya  

Belum diketemukan dokumen sejarah yang 

memberi penjelasan kapan berdirinya Pengadilan 

Negeri Pelaihari ini. 

 

b. Visi & Misi 

Visi : 

Terwujudnya aparat peradilan yang professional, 

sehat, handal dan bermoral serta menjunjung 

tinggi supremasi hukum. 

 

Misi : 

1. Meningkatkan kualitas pelayanan bagi pencari 

keadilan. 

KETUA 

WAKIL KETUA 
HAKIM 

PANITERA / SEKRETARIS 

WAKIL PANITERA WAKIL SEKRETARIS 

PAN 

MUD 

PDN 

PAN

MUD 

HKM 

PAN 

MUD 

PDT 

KAUR 

UMUM 

 

KAUR 

KEPEG 

KAUR 

KEUA 

NGAN 

PANITERA PENGGANTI 

DAN JURUSITA 
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2. Meningkatkan pengawasan disemua bidang. 

3. Meningkatkan Profesionalitas SDM Peradilan. 

4. Meningkatkan kinerja Aparat Peradilan. 

5. Meningkatkan keperdulian terhadap kesehatan 

dan lingkungan kantor
11

 

c. Pimpinan 

 

NIP NAMA JABATAN 

19640814 

1992121001 

Sudira, SH., MH. Ketua 

19690531 

1996032001 

Sri Harsiwi, SH, MH Wakil Ketua 

19621205 

1986031004 

H. Burhanuddin, SH Panitera/Sekretaris
12

 

 

d. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pelaihari : 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 http://pengadilannegeripelaihari.wordpress.com/tentang/, 20 

Oktober 2014. 
12

 http://pengadilannegeripelaihari.wordpress.com/tentang/, 20 

Oktober 2014. 

 

KETUA 

WAKIL KETUA 

HAKIM 

PANITERA / SEKRETARIS 

WAKIL PANITERA WAKIL SEKRETARIS 

http://pengadilannegeripelaihari.wordpress.com/tentang/
http://pengadilannegeripelaihari.wordpress.com/tentang/
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4. Pengadilan Negeri Marabahan 

 

a. Sejarah Berdirinya 

 

Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Kuala dibentuk 

berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 1959. 

Sebelumnya daerah ini merupakan kewedanan Marabahan 

Kabupaten Banjar (Martapura). Mengingat luas 

wilayahnya penduduk dan potensi ekonomi, maka oleh 

tokoh-tokoh di daerah di mulai perjuangan memohon 

kepada Pemerintah Pusat agar kewedanaan Marabahan 

dijadikan Daerah Tingkat II yang berotonomi. Proses 

perjuangan permohonan daerah Marabahan untuk 

dijadikan Daerah Tingkat II dimulai pada tanggal 17 

Pebruari 1957 yaitu dengan terbentuknya Panitia 

Gabungan Partai dan Organisasi Penuntut Kabupaten 

bersamaan pula dengan dikeluarkannya resolusi 

kerukunan keluarga Bakumpai (KKB) Kepala Daerah 

Tingkat I Kalimantan Selatan tentang tuntutan supaya 

Kewedanaan Marabahan menjadi Daerah Otonomi TK. II. 

Setelah melalui berbagai proses akhirnya pada 

tanggal 11 Mei 1959 DPR. RI menerima baik rencana 

Undang-Undang tentang pembagian Kabupaten di 

Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tanggal 4 Januari 1960 

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan 

PAN 

MUD 

PDNA 

PAN 

MUD 

PDT 

PAN 

MUD 

HKM 

KAUR 

UMUM 

 

KAUR 

KE 

PEG 

KAUR 

KEUA 

NGAN 

PANITERA PENGGANTI 

DAN JURUSITA 
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meresmikan Daerah Tingkat II Barito Kuala menjadi 

Kabupaten dengan ibukota di Marabahan . 

Sebagai daerah yang baru dibentuk waktu itu belum 

mempunyai instansi Pemerintah secara lengkap, demikian 

juga halnya dengan Pengadilan Negeri Marabahan belum 

dibentuk. Baru pada Tahun 1976 Pengadilan Negeri 

Banjarmasin membuka cabang di Marabahan untuk 

mengadili perkara yang ada didaerah Hukum Kabupaten 

Barito Kuala. 

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri 

Kehakiman R.I Tanggal 14 Agustus 1979 No. je. 1/1/16 

dibentuklah Pengadilan Negeri Marabahan yang berdiri 

sendiri di bawah Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan 

wilayah hukum meliputi seluruh Kabupaten Barito Kuala, 

kemudian pada tahun 1980 telah dibangun gedung 

Pengadilan Negeri Marabahan yang terletak di Jalan Putri 

Junjung Buih No. 77 Marabahan dan diresmikan (dulu) 

oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman 

Propinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 30 Juli 1985 

dan sampai sekarang masih berdiri dan berfungsi sebagai 

gedung Pengadilan Negeri Marabahan
13

 

 

b. Visi dan Misi 

Visi : 

"Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang 

Agung" 

Misi : 

1.      Menjaga Kemandirian Badan Peradilan. 

2.      Memberikan Pelayanan Hukum. 

                                                           
13

 http://www.pn-

marabahan.go.id/index.php?content=umum&id=2, 21 Oktober 2014. 

http://www.pn-marabahan.go.id/index.php?content=umum&id=2http://www.pn-marabahan.go.id/index.php?content=umum&id=2
http://www.pn-marabahan.go.id/index.php?content=umum&id=2http://www.pn-marabahan.go.id/index.php?content=umum&id=2
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3.  Meningkatkan Kwalitas Pimpinan Badan 

Peradilan. 

4.  Mewujudkan Kredibilitas dan Transparansi 

Lembaga Peradilan
14

 
 

c. Pimpinan 

NIP NAMA JABATAN 

19640726 

1991031004 

Roedy Suharso, SH.MH. Ketua 

19660312 

1996031002 

Budiansyah, SH.MH. Wakil Ketua 

19591213 

1981032003 

Masdariah, SH. Panitera/Sekretaris
15

 

 

d. Sruktur Organisasi
16

 Pengadilan Negeri 

Marabahan : 

 

 

 

 

 

                                                           
14 http://www.pn-

marabahan.go.id/index.php?content=umum&id=2, 21 Oktober 2014. 
15

 http://www.pn-

marabahan.go.id/index.php?content=umum&id=2, 21 Oktober 2014. 
16

  http://www.pn-

marabahan.go.id/index.php?content=umum&id=2, 21 Oktober 2014. 

 

 

 

KETUA WAKIL KETUA 

HAKIM 
PANITERA / SEKRETARIS 

WAKIL PANITERA WK SEKRETARIS 

http://www.pn-marabahan.go.id/index.php?content=umum&id=2http://www.pn-marabahan.go.id/index.php?content=umum&id=2
http://www.pn-marabahan.go.id/index.php?content=umum&id=2http://www.pn-marabahan.go.id/index.php?content=umum&id=2
http://www.pn-marabahan.go.id/index.php?content=umum&id=2http://www.pn-marabahan.go.id/index.php?content=umum&id=2
http://www.pn-marabahan.go.id/index.php?content=umum&id=2http://www.pn-marabahan.go.id/index.php?content=umum&id=2
http://www.pn-marabahan.go.id/index.php?content=umum&id=2http://www.pn-marabahan.go.id/index.php?content=umum&id=2
http://www.pn-marabahan.go.id/index.php?content=umum&id=2http://www.pn-marabahan.go.id/index.php?content=umum&id=2
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5. Pengadilan Agama Banjarmasin 

a. Sejarah Berdirinya  

Berdasarkan stbl 1937 nomor 638 dan 639 

Pemerintah Kolonial mengatur jabatan qadhi yang efektif 

berlaku 1 Januari 1938 dan kemudian membentuk 

Kerapatan Qadhi itu ada di Banjarmasin, Marabahan, 

Martapura, Pelaihari, Rantau, Kandangan, Negara, 

Barabai, Amuntai dan Tanjung.  Kemudian Sultan 

Tahmidullah II bin Sultan Tamjidillah mengangkat mufti, 

mufti pertama yang diangkat sultan di kerajaan Banjar 

adalah Muhammad As’ad, cucu M. Arsyad al Banjari 

melalui anak perempuan beliau yang beranama Fatimah. 

(abu Daudi, 2003: 87 dan 100). Jabatan qadhi juga 

diangkat pada masa Sultan Tahmidullah II, tercatat H. 

Abu Su’ud bin M. Arsyad al Banjari sebagai qadhi 

pertama.  

Jabatan qadhi kedua dipegang H. Abu Na’im bin M. 

Arsyad al Banjari dan yang keenam di jabat H. M. Said 

Jazuli Namban. (Abu Daudi, 2003: 87, 157 dan 180).  

Tidak terdapat catatan secara runut tentang pejabat 

qadhi namun menurut nara sumber H. M. Irsyad Zein, 

jabatan qadhi tidak pernah terhenti walaupun kerajaan 

Banjar sudah tidak ada lagi. (Irsyad Zein wawancara 27 

April 2007). Hal ini dapat kita lihat dari dua puluh delapan 

nama yang pernah menjabat qadhi dari keturunan M. 

Arsyad al Banjari. Qadhi H. Abdus Samad bin Mufti H. 
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Jamaluddin yang lahir pada 12 Agustus 1822 dan 

meninggal 22 Juni 1899 misalnya, dua orang anaknya 

menjadi qadhi yaitu Qadhi H. Abu Thalhah dan Qadhi H. 

Muhammad Jafri (Abu Daudi, 2003, hal 344). Kedua anak 

Qadhi H. Abdus Samad ini mulai berkiprah sebagai Qadhi 

diperkirakan di akhir tahun 1800 an dan diteruskan pada 

awal tahun 1900 an. Bahkan Qadhi H. Abu Thalhah 

melahirkan salah seorang anaknya yang bernama H. M. 

Baseyuni yang juga menduduki jabatan qadhi di 

Marabahan pada masa kemerdekaan. 

Kerapatan Qadhi untuk wilayah Banjarmasin 

pertama kali dipimpin oleh KH. M. Said pada Tahun 

1937-1942 dan mengunakan Pendopo Mesjid Jami Sungai 

Jingah sebagai Kantor sekaligus Balai Sidang, sampai 

dengan 2 masa pimpinan berturut-turut yakni KH. Abd 

Rahim memimpin sekitar Tahun 1942-1950, dan 

kemudian dilanjutkan oleh pimpinan KH. Busra Kasim 

pada tahun 1950-1955, H. Asmawie  tahun 1955-1966 dan 

pada masa jabatan Beliau ini sekitar tahun 1965 Kantor 

Kerapatan Qadhi berpindah Jalan Pulau Laut  tepat 

berdampingan dengan Kantor Departemen Agama Kota 

Banjarmasin , sedangkan untuk Kantor Qadhi besar atau 

Inspektorat menempati rumah sewaan milik KH. Makki 

atau sekarang menjadi Kantor Kecamatan Banjarmasin 

Tengah.  

Tanpuk kepemimpinan  kembali dilanjutkan oleh 

KH. Tarmizi Abbas yang memimpin dari tahun 1966-1978 

yang pada masa beliau berpindah kantor ke Jalan Gatot 

Subroto No. 5.  Pada masa sekarang ini  berganti nama 

menjadi Pengadilan Agama yang sebelumnya adalah 

Kerapatan Qadhi. Kemudian kepemimpinan dilanjutkan 

oleh Drs. H. Abd. Hakim, SH pada masa bakti tahun 

1978-1984, dilanjutkan dengan Drs. H. Mahlan Umar, 

SH,MH. pada masa bakti tahun 1984-1992, kemudian 

pada tahun 1992-1997 dipimpin oleh Drs. H. Asy’ari 

Arsyad, SH, selanjutnya pada tahun 1997-2000 dipimpin 
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oleh Drs. H. Tajuddin Noor, SH,MH, dilanjutkan kembali 

oleh Drs. H. Masruyani Syamsuh, SH,MH dengan periode 

tahun 2000-2004, periode kepemimpinan tahun 2004-2006 

oleh Drs. H. Jaliansyah, SH.MH, pada tahun 2006-2011 

dilanjutkan oleh Dra. Hj. Mahmudah, MH. sebagai 

pimpinan perempuan yan pertama kali memimpin 

Pengadilan Agama Banjarmasin, kemudian dilanjutkan 

oleh Drs. H. Hardjudin Abd. Djabar, SH pada tahun 2011-

2013 yang semula menjabat Wakil Ketua Pengadilan 

Agama Banjarmasin, dan Drs. H. Muhammad Alwi, MH 

yang baru saja menjabat sebagai ketua Pengadilan Agama 

Banjarmasin sampai sekarang
17

 

 

b. Visi dan Misi 

 

Visi : 

1. Mewujudkan supremasi hukum melalui 

kekuasaan kehakiman yang mandiri. 

2. Efisien serta mendapat kepercacaan publik, 

professional dalam member pelayanan hukum 

yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya 

rendah bagi masyarakat serta mampu 

menjawab panggilan pelayanan publik. 

 

Misi : 

 

1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan 

Undang Undang dan peraturan serta keadilan 

masyarakat. 

                                                           
17

 http://pabanjarmasin.go.id/index.php?content=umum&id=2, 

23 September 2014 

 

http://pabanjarmasin.go.id/index.php?content=umum&id=2
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2. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan 

independen dari campur tangan pihak lain. 

3. Memperbaiki akses pelayanan dibidang 

peradilan kepada masyarakat. 

4. Memperbaiki kualitas input internal pada 

proses peradilan. 

5. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, 

efisien, bermartabat dan dihormati. 

6. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang 

mandiri, tidak memihak dan transparan
18

 

 

 

c. Pimpinan  

 

NIP NAMA JABATAN 

19590131 

1990031001 

Drs. H. Muhammad Alwi,      

M.H 

Ketua PA  

19601231 

1987031054 

Drs. Iskandar, S.H. Wakil Ketua 

19590424 

1979032001 

Hj. Nuzuliah, SH. Panitera/Sekretaris
19

 

 

d. Struktur Organisasi
20

 

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama 

Kelas 1 A Banjarmasin adalah sebagai berikut : 

 

 
 

                                                           
18 http://pa-banjarmasin.go.id/index.php?content=umum&id=3, 

23 September 2014. 
19 http://pabanjarmasin.go.id/index.php?content=mod_pejabat 

&kat=1, 23 September 2014. 
20

 http://pabanjarmasin.go.id/index.php?content=mod_pejabat 

&kat=1, 23 September 2014. 

 

http://pa-banjarmasin.go.id/index.php?content=umum&id=3
http://pabanjarmasin.go.id/index.php?content=mod_pejabat%20&kat=1
http://pabanjarmasin.go.id/index.php?content=mod_pejabat%20&kat=1
http://pabanjarmasin.go.id/index.php?content=mod_pejabat%20&kat=1
http://pabanjarmasin.go.id/index.php?content=mod_pejabat%20&kat=1
http://pabanjarmasin.go.id/index.php?content=mod_pejabat%20&kat=1
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. 

7. Pengadilan Agama Martapura 

a. Sejarah Berdirinya  

Pengadilan Agama Martapura semula dikenal 

dengan sebutan Kerapatan Qadhi Besar. Sebagai 

pengadilan tingkat banding, tentu tidak dapat dipisahkan 

dengan pengadilan tingkat pertama dalam wilayahnya. 

”Jabatan Qadhi” sebagai pengadilan tingkat pertama 

diadakan Sultan Banjar Tahmidullah II bin Tamjidillah 

yang berkuasa antara tahun 1778 – 1808 (Amir Hasan Kiai 

Bondan, tt, hal 68) dengan mengangkat H. Abu Su’ud bin 

Syekh Muhammad Arsyad al Banjari sebagai Qadhi 

pertama. (Abu Daudi, 2003 hal 87). Tidak terdapat catatan 

mengenai pembentukan ditingkat banding. Dengan 

demikian Stbl tahun 1937 Nomor 638 dan 639 adalah 
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dasar dibentuknya Kerapatan Qadhi Besar, berbeda 

dengan dasar hukum pembentukan jabatan Qadhi 

sebagaimana disebutkan diatas. Jabatan Qadhi yang 

mendapat ”pengukuhan” dengan Stbl tahun 1937 belum 

mencakup seluruh wilayah yang menjadi yurisdiksi PA 

Martapura saat ini. Gubernur Jenderal Belanda yang 

berwenang menetapkan kedudukan dan daerah Kerapatan 

Qadhi mengeluarkan Kabupaten Kotabaru (daerah Pulau 

Laut dan Tanah Bumbu) dari wilayah hukum PA 

Martapura, pada sisi lain Negara walau merupakan 

ibukota kecamatan termasuk yang ada Kerapatan 

Qadhinya. Pada tahun 1952 dengan pertimbangan 

ketataprajaan Kerapatan Qadhi di Marabahan, Pelaihari, 

Rantau dan Negara dihapuskan.  

Dengan Surat Keputusan Menteri Agama RI No 89 

tahun 1967, Kerapatan Qadhi tersebut dibentuk kembali. 

(Himpunan Peraturan Perundang-undangan pembentukan 

PA se-Indonesia, 2002: 91-93). Namun untuk Marabahan 

dan Pelaihari pembentukan kembali baru direalisasikan 

pada tahun 1976. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 

1957 yang menjadi dasar pembentukan PA diluar Jawa 

dan Madura dan sebagian Kalimantan Selatan dijadikan 

dasar pembentukan pengadilan agama Kotabaru, pada saat 

itu PA Kotabaru berada dalam yursdiksi Pengadilan 

Agama Mahkamah Syari’ah Propinsi (PAMAP) 

Banjarmasin yang mewilayahi Kalimantan Timur, Tengah, 

Barat dan sebagian Kalsel, kemudian pindah ke Samarinda 

menjadi PTA Samarinda. Walaupun PAMAP Banjarmasin 

telah berubah dan pindah ke Samarinda menjadi PTA 

Samarinda, segala urusan dan perkara banding dari PA 

Kotabaru tetap menjadi wewenang PTA Samarinda. 

Namun dengan Keputusan Menteri Agama No 16 tahun 

1983 PTA Samarinda dinyatakan berwenang untuk 

provinsi Kaltim dan Kalteng, maka PA Kotabaru otomatis 

menjadi bagian dari PA Martapura karena Kotabaru yang 

merupakan salah satu kabupaten dalam wilayah propinsi 
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Kalimantan Selatan berada di luar yurisdiksi PTA 

Samanrinda. Kemudian hal ini dipertegas oleh UU No 

7/89 pasal (2). (Drs. H. Rusdiansyah, Wawancara tanggal 

1 Mei 2007). Ketentuan tersebut ditindaklanjuti dengan 

diadakannya serah terima kewenangan dari PTA 

Samarinda kepada PA Martapura. Terakhir karena adanya 

pemekaran wilayah Kabupaten Banjar dengan 

disahkannya Kotamadya Banjarbaru, dibentuk Pengadilan 

Agama Banjarbaru dengan Keputusan Presiden Nomor 

179 Tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000. 

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa dasar 

hukum pembentukan PA Martapura, termasuk Pengadilan 

Agama dalam yurisdiksinya adalah : 

1. Titah raja Banjar Sultan Tahmidullah II. 

2. Stbl tahun 1937 Nomor 638 dan 639. 

3. PP 45 tahun 1957. 

4.  SK Menag No. 89 tahun 1976. 

5. Kep Menag No:76 tahun 1983. 

6. UU Nomor 7 tahun 1989. 

7. Kepres No. 179 Tahun 2000
21

 

b. Visi dan Misi 

Visi : 

 

Visi Pengadilan Agama Martapura adalah 

Mewujudkan supremasi hukum melalui 

kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, 

efisien serta mendapat kepercayaan publik 

profesional dalam memberi pelayanan hukum 

yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya 

                                                           

21
 http://pa-martapura.go.id/index.php?content=umum&id=2, 

24 September 2014. 

 

http://pa-martapura.go.id/index.php?content=umum&id=2


35 
 

 
 

rendah bagi masyarakat seta mampu menjawab 

panggilan pelayanan publik. 

 Misi : 

1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan 

undang-undang dan peraturan serta keadilan 

masyarakat. 

2. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan 

independen dari campur tangan pihak lain. 

3. Memperbaiki akses pelayanan dibidang 

peradilan kepada masyarakat. 

4. Memperbaiki kualitas input internal pada 

proses peradilan. 

5. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, 

efisien, bermartabat dan dihormati. 

6. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang 

mandiri, tidak memihak dan transparan
22

 

c. Pimpinan 

NIP NAMA JABATAN 

  Ketua 

19631214 

1989032003 

Hj. Sri Sulistyani ES,  

SH. MSI 

Wakil Ketua 

19660923 

1987031002 

Rujiansyah, S.Ag., 

S.H. 

Panitera/Sekretaris
23

 

                                                           
22

 http://pa-martapura.go.id/index.php?content=umum&id=3, 

24 September 2014. 
23

http://pamartapura.go.id/index.php?content=mod_pejabat&k

at=1, 24 September 2014. 

 
 

http://pa-martapura.go.id/index.php?content=umum&id=3
http://pamartapura.go.id/index.php?content=mod_pejabat&kat=1
http://pamartapura.go.id/index.php?content=mod_pejabat&kat=1
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Catatan : Pada waktu penulisan data ini, jabatan 

Ketua Pengadilan Agama Martapura 

belum terisi. 

 

d. Struktur Organisasi
24

 

 

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama 

Martapura adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                           
24

http://pamartapura.go.id/index.php?content=mod_pejabat&k

at=1, 24 September 2014. 
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7. ` Pengadilan Agama Pelaihari 

a. Sejarah Berdirinya  

Pengadilan Agama Pelaihari berdiri sejak tahun 

1976, semula dikenal dengan sebutan Kerapatan Qadhi 

sebagai pengadilan tingkat pertama, ”Jabatan 

Qadhi”sebagai pengadilan tingkat pertama diadakan 

Sultan Banjar Tahmidullah II bin Tamjidillah yang 

berkuasa antara tahun 1778 – 1808 (Amir Hasan Kiai 

Bondan, tt, hal 68) dengan mengangkat H. Abu Su’ud bin 

Syekh Muhammad Arsyad al Banjari sebagai Qadhi 

pertama. (Abu Daudi, 2003 hal 87). Tidak terdapat catatan 

mengenai pembentukan ditingkat banding. Dengan 

demikian Stbl tahun 1937 Nomor 638 dan 639 adalah 

dasar dibentuknya Kerapatan Qadhi Besar, berbeda 

dengan dasar hukum pembentukan jabatan Qadhi 

sebagaimana disebutkan diatas. 

Jabatan Qadhi yang mendapat ”pengukuhan” dengan 

Stbl tahun 1937 belum mencakup seluruh wilayah yang 

menjadi yurisdiksi PTA Banjarmasin saat ini. Gubernur 

Jenderal Belanda yang berwenang menetapkan kedudukan 

dan daerah Kerapatan Qadhi mengeluarkan Kabupaten 

Kotabaru (daerah Pulau Laut dan Tanah Bumbu) dari 

wilayah hukum PTA Banjarmasin, pada sisi lain Negara 

walau merupakan ibukota kecamatan termasuk yang ada 

Kerapatan Qadhinya. Pada tahun 1952 dengan 

pertimbangan ketataprajaan Kerapatan Qadhi di 

Marabahan, Pelaihari, Rantau dan Negara dihapuskan. 

Dengan Surat Keputusan Menteri Agama RI No 89 tahun 

1967, Kerapatan Qadhi tersebut dibentuk kembali. 

(Himpunan Peraturan Perundang-undangan pembentukan 

PA se-Indonesia, 2002: 91-93) Namun untuk Marabahan 

dan Pelaihari pembentukan kembali baru direalisasikan 

pada tahun 1976. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 

1957 yang menjadi dasar pembentukan PA diluar Jawa 
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dan Madura dan sebagian Kalimantan Selatan dijadikan 

dasar pembentukan pengadilan agama Kotabaru, pada saat 

itu PA Kotabaru berada dalam yursdiksi Pengadilan 

Agama Mahkamah Syari’ah Propinsi (PAMAP) 

Banjarmasin yang mewilayahi Kalimantan Timur, Tengah, 

Barat dan sebagian Kalsel, kemudian pindah ke Samarinda 

menjadi PTA Samarinda. Walaupun PAMAP Banjarmasin 

telah berubah dan pindah ke Samarinda menjadi PTA 

Samarinda, segala urusan dan perkara banding dari PA 

Kotabaru tetap menjadi wewenang PTA Samarinda. 

Namun dengan Keputusan Menteri Agama No 16 tahun 

1983 PTA Samarinda dinyatakan berwenang untuk 

provinsi Kaltim dan Kalteng, maka PA Kotabaru otomatis 

menjadi bagian dari PTA Banjarmasin karena Kotabaru 

yang merupakan salah satu kabupaten dalam wilayah 

propinsi Kalimantan Selatan berada di luar yurisdiksi PTA 

Samanrinda. Kemudian hal ini dipertegas oleh UU No 

7/89 pasal (2).  

Realisasi Pengadilan Agama Pelaihari diawali 

dengan pengangkatan personel baru terhitung mulai 1 

April 1976. Ketika Menteri Agama Prof. DR. Mukti Ali 

mengangkat 4 orang tenaga, Pengadilan Agama Pelaihari 

belum ada kantor karenanya pegawai ikut pada kantor 

Departemen Agama Pelaihari. Berdasarkan pada fakta 

tersebut maka Pengadilan Agama Pelaihari yang dibentuk 

dengan Stbl 1937 baru terealisir pada 1976 (Drs. 

Nashrullah Syarqawi, SH, wawancara tanggal 14 Mei 

2007). 

Pengadiln Agama Pelaihari pada awalnya dalam 

melakukan tugas-tugas dan kegiatan dilakukan di serambi 

masjid. Baru pada tahun 1980 terealisasi gedung 

Pengadilan Agama Pelaihari dengan anggaran DIP 

1980/1981. Kemudian pada 31 Juli 1991 gedung tersebut 

mengalami kebakaran sehingga untuk sementara waktu 

pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dilakukan 

di serambi Masjid A-Manar Pelaihari. 
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Pada tahun 1982 melalui dana APBN gedung 

Pengadilan Agama Pelaihari dibangun kembali yang 

ketika itu disebut Balai Sidang. Meskipun gedungnya 

kecil dan sangat sederhana Pegawai tidak pernah surut dan 

tidak pula melupakan kewajibannya memberikan 

pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan, 

karena semua pegawi telah ditanamkan semboyan ikhlas 

beramal. 
Mulai tahun 2006 s.d 2009 gedung Pengadilan 

Agama Pelaihari kembali dibangun secara bertahap 

mengikuti prototipe yang disyaratkan oleh Mahkamah 

Agung dan hingga saat ini gedung berlantai 2 dengan luas 

2050 M2 terlihat cukup megah. Keberhasilan saat ini 

merupakan sejarah panjang yang telah dirintis oleh para 

pendahulu
25

 

 

b. Visi dan Misi 

Visi : 

Terwujudnya Pengadilan Agama Pelaihari yang 

Agung. 

 

Misi : 

1. Memberikan pelayanan hukum kepada 

masyarakat secara prima dan berkeadilan. 

2. Mewujudkan pembaharuan dan penerapan 

manajemen berkeadilan yang modern. 

Mewujudkan transparansi peradilan dan 

pembinaan SDM secara professional dan 

akuntabel. 

                                                           
25

 
 
http://www.pa-

pelaihari.go.id/index.php?content=umum&id=2, 25 

September 2014 

 

http://www.pa-pelaihari.go.id/index.php?content=umum&id=2
http://www.pa-pelaihari.go.id/index.php?content=umum&id=2
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3. Meningkatkan kualitas pengawasan internal 

secara kuntinu dan berkesinambungan
26

 

 

c. Pimpinan 

NIP NAMA JABATAN 

19621010 

1992031009 

Drs. H. Amir Husin, SH. Ketua 

19670105 

1992032002 

Dra.Hj.St. Masyhadiah  

D, MH 

Wakil Ketua 

19640607 

1994031002 

Drs. Abdul  Mujib. Panitera/Sekretaris
27

 

 

 

d. Struktur Organisasi
28

 

 

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama 

Pelaihari adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26

 http://www.papelaihari.go.id/index.php?content=umum&id 

=3, 25 September 2014 
27

http://www.papelaihari.go.id/index.php?content=mod_pejaba

t&kat=1, 25 September 2014. 
28

http://www.papelaihari.go.id/index.php?content=mod_pejaba

t&kat=1, 25 September 2014. 

 

KETUA 

WAKIL KETUA 

HAKIM 

PANITERA / SEKRETARIS 

http://www.papelaihari.go.id/index.php?content=umum&id%20=3
http://www.papelaihari.go.id/index.php?content=umum&id%20=3
http://www.papelaihari.go.id/index.php?content=umum&id%20=3
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8. Pengadilan Agama Marabahan 

 

a. Sejarah Berdirinya 

Pengadilan Agama Marabahan terbentuk seiring 

dengan keberadaan Pengadilan Agama se Kalimantan 

Selatan ,yaitu berdasarkan stbl 1937 No. 638 dan 639. 

Pada waktu itu bernama Kerapatan Qadhi. 

Pada tahun 1952 Kerapatan Qadhi itu dihapus atas 

pertimbangan Ketata Perajaan dengan keluarnya Surat 

Keputusan Menteri Agama  No.19 Tahun 1952. Maka 

sejak itu wilayah hukum Kerapatan Qadhi dirangkap oleh 

Kerapatan Qadhi Banjarmasin. Inspektorat Peradilan 

Agama Banjarmasin mengusulkan kepada pemerintah 

dengan surat tanggal 29 Juli 1966 No.B/I/389 yang berisi, 

antara lain : agar Kerapatan Qadhi (Pengadilan Agama 

Marabahan) dibentuk kembali. 

Kemudian pada tahun 1967 terbit Surat Keputusan 

Menteri Agama  No.89 Tahun 1967 tentang Pembentukan 

Kembali Pengadilan Agama Marabahan
29

 

 

                                                           
29

 http://www.papelaihari.go.id/index.php?content=umum&id 

=5, 2 Oktober 2014.  

WAKIL PANITERA WAKIL SEKRETARIS 

PAN 

MUD 

GUGAT

AN 

PAN 

MUD 

MOHON 

PAN 

MUD 

HKM 

KAUR 

UMUM 

 

KAUR 

KEUA

NGAN 

KAUR 

KEPEG 

PANITERA 

PENGGANTI  
 JURUSITA 

http://www.papelaihari.go.id/index.php?content=umum&id%20=5
http://www.papelaihari.go.id/index.php?content=umum&id%20=5
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b. Visi dan Misi 

Visi : 

Terwujudnya Badan Peradilan Agama yang 

Agung. 

 

Misi : 

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur 

peradilan agama. 

2. Mewujudkan manajemen peradilan agama 

yang modern. 

3. Meningkatkan kualitas system pemberkasan 

perkara kasasi dan PK 

4. Meningkatkan kajian syariah sebagai sumber 

hukum materiil peradilan agama
30

 

 

c. Pimpinan 

 

NIP NAMA JABATAN 

19600525 

1992031003 

Drs.H. Bahran, MH. Ketua 

19650310 

1993031002 

Drs.H. Syakhrani Wakil Ketua 

19681201 

1999032001 

Luthfia Subekti, SH. Panitera/Sekretaris
31

 

 

d. Struktur Organisasi Pengadilan Agama 

Marabahan : 

 

                                                           
30 http://pamarabahan.ptabanjarmasin.go.id/index.php?content 

=umum&id=3, 4 Otober 2014 
31

 http://pamarabahan.ptabanjarmasin.go.id/index.php?content 

=mod_pejabat&kat=1, 4 Okto ber 2014. 

 

http://pamarabahan.ptabanjarmasin.go.id/index.php?content%20=umum&id=3
http://pamarabahan.ptabanjarmasin.go.id/index.php?content%20=umum&id=3
http://pamarabahan.ptabanjarmasin.go.id/index.php?content%20=umum&id=3
http://pamarabahan.ptabanjarmasin.go.id/index.php?content%20=mod_pejabat&kat=1
http://pamarabahan.ptabanjarmasin.go.id/index.php?content%20=mod_pejabat&kat=1
http://pamarabahan.ptabanjarmasin.go.id/index.php?content%20=mod_pejabat&kat=1
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KETUA 

WAKIL KETUA HAKIM HAKIM 

PANITERA/SEKRETARIS 

WAKIL PANITERA WAKIL  SEKRETARIS 

PAN 

MUD 

GUGAT 

 

 

PAN 

MUD 

MOHON 

PAN 

MUD 

HKM 

KAUR 

KEUA 

NGAN 

KAUR 

KEPEG 

KAUR 

UMUM 
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BAB III 

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

 

A. Penyajian Data 

 

Data yang disajikan ini merupakan hasil wawancara 

dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah 

dipersiapkan, yang dilakukan terhadap 4 (empat) Ketua 

Pengadilan Agama dan 4 (empat) Ketua Pengadilan 

Negeri yang ada di Kalimantan Selatan sebagai responden. 

Sampling masing-masing 4 Ketua Pengadilan ini 

diharapkan dapat mewakili 2 (dua) lingkungan 

kewenangan badan peradilan, yaitu lingkungan Badan 

Peradilan Umum dan lingkungan Badan Peradilan Agama.  

Pertanyaan yang diajukan kepada 8 (delapan) Ketua 

Pengadilan sebagai responden tersebut adalah sama dan 

masing-masing diajukan 2 (dua) pertanyaan, yaitu : 

1. Bagaimana persepsi Ketua Pengadilan Negeri / 

Ketua Pengadilan Agama tentang PK dalam 

perkara perdata pasca Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor34/PUU-XI/2013, apakah 

perubahan ketentuan PK dalam perkara pidana 

juga berlaku terhadap ketentuan PK dalam 

perkara perdata. 

2. Bagaimana sikap hukum Ketua Pengadilan 

Negeri / Ketua Pengadilan Agama terhadap PK 

yang diajukan untuk kedua kalinya atau lebih 

dalam perkara perdata, apakah menerima atau 

tidak menerima.  

Adapun data yang diperoleh terhadap  8 (delapan) 

responden ini dapat disajikan sebagai berikut : 

 

1. Pengadilan Negeri Banjarmasin 

a. Identitas Responden : 
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- Nama  : Sujatmiko, SH., MH. 

- Umur  : 54 Tahun 

- Pendidikan : S.2 Magister Hukum. 

- Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Bjm. 

 

b. Jawaban atas pertanyaan yang diajukan, Ketua 

Pengadilan Negeri Banjarmasin menyatakan bahwa :  

1. Prinsip PK dalam perkara perdata telah 

ditentukan sebagaimana terdapat dalam Pasal 67 

Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo 

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo Undang 

Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah 

Agung. 

Untuk acara PK dalam perkara perdata telah 

ditentukan di dalam Pasal 67 sampai dengan 

Pasal 75 Undang Undang  Nomor 14 Tahun 1985 

tentang Mahkamah Agung, sedangkan PK 

perkara pidana ditentukan dalam Pasal 76 

Undang Undang  Nomor 14 Tahun 1985 yang 

secara tegas menyatakan “Dalam pemeriksaan 

permohonan PK putusan perkara pidana yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap 

digunakan acara PK sebagaimana diatur dalam 

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana”. 

Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 

Maret 2014 menyatakan bahwa Pasal 268 ayat (3) 

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan 

hukum mengikat. Oleh karena itu terhadap 

putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 

Maret 2014 tersebut tidak mempengaruhi Hukum 

Acara Perdata, karena putusan MK tersebut 

hanya berlaku terhadap Hukum Acara Pidana. 

2. Terhadap PK yang diajukan untuk kedua kalinya 

dalam perkara perdata pada prinsipnya tidak 

dapat diterima, karena Pasal 66 ayat (1) Undang 
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Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo Undang 

Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo Undang Undang 

Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung 

telah member batasan bahwa permohonan PK 

dapat diajukan hanya 1 (satu) kali dan begitu pula 

dalam Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 24 

ayat (2) menyatakan “Terhadap putusan PK tidak 

dapat dilakukan PK” dan kalau itu terjadi, maka 

Ketua Pengadilan Negeri akan membuat 

Penetapan dengan menyatakan permohonan PK 

tidak dapat diterima dan berkas perkara tidak 

perlu dikirim ke Mahkamah Agung. 

Namun demikian, apabila ada suatu objek perkara 

terdapat 2 (dua) putusan PK yang bertentangan 

satu dengan yang lain baik perdata maupun 

pidana dan diantaranya ada yang mengajukan PK, 

maka Ketua Pengadilan Negeri akan 

menerimanya dan berkas perkaranya tetap akan 

dikirimkan ke Mahkamah Agung (SEMA Nomor 

10 Tahun 2009 tentang Pengajuan permohonan 

PK). Dengan adanya SEMA nomor 10 tahun 

2009 tersebut, maka bagi Ketua Pengadilan 

Negeri  yang menemukan masalah seperti itu ada 

solusinya, sehingga SEMA Nomor 10 Tahun 

2009 tersebut menurut kami sebagai suatu 

tindakan hukum yang responsive dan progresif
32

 

 

2. Pengadilan Negeri Martapura 

a. Identitas Responden : 

- Nama  : Sudjarwanto, SH., MH. 

                                                           
32

 Sujatmiko, Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, 

Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 30 September 2014. 
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- Umum : 54 Tahun. 

- Pendidikan : S.2 Magister Hukum. 

- Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Mtp. 

 

b. Jawaban atas pertanyaan yang diajukan, Ketua 

Pengadilan Negeri Martapura mengatakan : 

1. Bahwa pengajuan PK terhadap perkara perdata 

tetap diajukan sebanyak 1 (satu) kali kesempatan, 

yang demikian ini sesuai dengan ketentuan Pasal 

66 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 

1985 tentang Mahkamah Agung yang telah 

mengalami beberapa kali perubahan, terakhir 

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 Jo 

ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. Alasanya adalah mengacu pada 

ketentuan Pasal 66 ayat (1)  Undang Undang 

Nomor 14 Tahun 1985 

tentang Mahkamah Agung yang telah mengalami 

beberapa kali perubahan, terakhir Undang 

Undang Nomor 3 Tahun 2009 Jo ketentuan Pasal 

24 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

2. Menurut pendapat kami bahwa sikap pengadilan 

terhadap PK yang diajukan kedua kalinya atau 

lebih cikup Ketua Pengadilan mengeluarkan 

Penetapan yang menyatakan tidak dapat diterima, 

dan berkas perkara tidak dikirimkan ke 

Mahkamah Agung. Kecuali apabila suatu objek 

perkara terdapat 2 (dua) atau lebih  putusan PK 

yang bertentangan satu dengan yang lain, baik 

dalam perkara perdata maupun dalam perkara 

pidana, dan diantaranya ada yang diajukan 

permohonan PK, maka PK tersebut diterima dan 

berkar perkaranya tetap dikirimkan ke Mahkamah 
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Agung. Adapun alasannya adalam mengacu 

kepada SEMA Nomor 10 Tahun 2009
33

 

 

3. Pengadilan Negeri Pelaihari 

a. Identitas Responden : 

- Nama  : Sudira, SH., MH. 

- Umum : 50 Tahun 

- Pendidikan : S.2. Magister Hukum 

- Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari 

 

b. Jawaban atas pertanyaan yang diajukan, Ketua 

Pengadilan Negeri Pelaihari mengatakan bahwa, 

perkara perdata tidak termasuk dalam ruang lingkup 

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-

XI/2013 mengenai perubahan ketentuan PK dalam 

perkara pidana, karena putusan hukum yang ada itu 

tetap, artinya putusan hanya untuk hukum pidana 

dan tidak berlaku untuk hukum  

perdata. Alasannya adalah bahwa PK perkara 

perdata tetap menggunakan Undang Undang Nomor 

3 Tahun 2009 tentang PK. 

Berkaitan dengan sikap hukum terhadap PK yang 

diajukan untuk kedua kalinya atau lebih dalam 

perkara perdata, maka Ketua Pengadilan Negeri 

tidak bisa menerima permohona PK tersebut
34

 

 

4. Pengadilan Negeri Marabahan 

                                                           
33

 Sudjarwanto, Ketua Pengadilan Negeri Martapura, 

Wawancara Pribadi, Martapura, 09 Oktober 2014. 
34

 Sudira, Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, Wawancara 

Pribadi, Pelaihari, 24 September 2014. 
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a. Identitas Responden : 

- Nama  : Budiansyah, SH., MH. 

- Umum : 49 Tahun 

- Pendidikan : S.2. Magister Hukum 

- Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Negeri  

                        Marabahan. 

 

b. Jawaban atas pertanyaan yang diajukan, ketua 

Pengadilan Negeri Marabahan menyatakan bahwa 

PK dalam perkara perdata pasca Putusan MK 

Nomor 34/PUU-XI/2013 hanya berlaku untuk satu 

kali saja “PK hanya berlaku untuk satu kali”. 

Alasannya adalah bahwa karena kalau PK bisa 

dilakukan berkali-kali, maka akan menimbulkan 

ketidak-pastian hukum. Oleh karena itu, maka sikap 

hukum ketua Pengadilan Negeri Marabahan 

terhadap PK yang diajukan untuk kedua kali atau 

lebih, tidak menerima. Alasannya adalah karena 

kalau PK bisa dilakukan berkali-kali akan 

menimbulkan ketidak-pastian hukum tersebut
35

 

 

5. Pengadilan Agama Banjarmasin 

Identitas Responden : 

- Nama  : Drs.H. Muhammad Alwi, MH. 

- Umum : 55 Tahun. 

- Pendidikan : S.2 Magister Hukum. 

- Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Bjm. 

a. Jawaban atas pertanyaan yang diajukan, Ketua 

Pengadilan Agama Banjarmasin mengatakan bahwa, 

                                                           
35

 Budiansyah, Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, 

Wawancara Pribadi, Marabahan, 6 Nopember 2014. 

 

 



50 
 

 
 

dalam hukum acara perdata yang saya pahami 

bahwa pengajuan Peninjauan Kembali (PK) hanya 

satu kali, setelah memenuhi syarat-syarat untuk 

mengajukan PK seperti adanya novum dan masih 

adanya tenggang waktu PK yaitu maksimal 6 bulan. 

Alasannya adalah bahwa pada aturan (ketentuan 

Undang Undang) hanya ditetapkan pengajuan PK 

satu kali saja, sehingga saya berpendapat bahwa PK 

hanya satu kali saja. Adapun PK dalam kasus 

Antasari Azhar yang mengajukan PK dua kali 

adalah penafsiran hukum dalam kasus pidana yang 

bersangkutan. 

Berkaitan dengan sikap hukum ketua Pengadilan 

Agama terhadap PK yang diajukan untuk kedua kali 

atau lebih,  ketua Pengadilan Agama Banjarmasin 

menyatakan bahwa tidak menerima, karena dasar 

hukumnya tidak ada. Namun PK yang dilakukan 

lebih dari satu kali dapat dimungkinkan apabila 

hukum mengalami perubahan.  

Adapun alasan tidak menerima PK untuk kedua kali 

atau lebih ini adalah sudah sesuai ketentuan hukum 

acara perdata yang berlaku di Pengadilan Agama 

dan di Peradilan Umum, hanya dikenal bahwa PK 

dimungkinkan satu kali saja dan merupakan upaya 

hukum luar biasa
36

 

 

6. Pengadilan Agama Martapura 

a. Identitas Responden : 

 

- Nama  : Hj. Sri Sulistyani Endang 

                        Setyawati, SH., MSI. 

                                                           
36

 Muhammad Alwi, Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin, 

Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 2 Oktober 2014. 
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- Umum : 51 Tahun 

- Pendidikan : S.2. 

- Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama  

                        Martapura. 

 

b. Jawaban atas pertanyaan yang diajukan, atas nama 

Ketua, Wakil Ketua Pengadilan Agama Martapura 

mengatakan bahwa : 

1. Demi adanya manfaat dan kepastian hukum, 

upaya hukum PK perkara perdata pada dasarnya 

hanya dapat diajukan 1 (sau) kali. Putusan MK 

Nomor 34/PUU-XI/2013 mengenai ketentuan 

Pasal 268 ayat (3) Undang Undang Nomor 8 

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tidak 

mengatur dan menyatakan Undang Undang lain, 

sehingga Undang Undang lain yang mengatur 

tentang PK masih berlaku. Alasannya adalah 

bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang 

Undang Nomor 14 Tahun 1985  sebagaimana 

telah diubah dengan Undang Undang nomor 5 

tahun 2004 dan rekahir dengan Undang Undang 

Nomor 3 Tahun 2009, bahwa permohonan PK 

dapat diajukan hanya 1 (satu) kali. Lebih lanjut 

mengenai ketentuan pengajuan PK  merujuk pada 

Pasal 24 ayat (2)  Undang Undang Nomor 48 

Tahun 2009 bahwa terhadap putusan PK tidak 

dapat dilakukan PK. 

2. Pada dasarnya pengadilan tidak boleh menolak 

PK. Alasannya adalah berdasarkan Pasal 10 ayat 

(1) Undang Undantg Nomor 48 tahun 2009, 

bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk 

memeriksa, mengadili dan memutus suatu 

perkara yang diajukan dengan dalih bahwa 

hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan 

wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. 

Terhadap pengajuan PK untuk kedua kalinya atau 
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lebih sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 10 

Tahun 2009, terhadap permohonan dalam suatu 

perkara yang sama yang diajukan lebih dari 1 

(satu) kali, maka Ketua Pengadilan Tingkat 

Pertama mengeluarkan Penetapan, permohonan 

tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan 

berkar perkaranya tidak dikirimkan ke 

Mahkamah Agung. Sedangkan terhadap suatu 

objek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan 

PK yang bertentangan satu dengan yang lain, ada 

yang diajukan permohonan PK, permohonan PK 

tersebut diterima dan berkas perkaranya tetap 

dikirimkan ke Mahkamah Agung
37

 

 

7. Pengadilan Agama Pelaihari 

a. Identitas Responden : 

- Nama  : Drs. H. Amir Husin, SH. 

- Umum : 52 Tahun. 

- Pendidikan : S.1. 

- Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Pelaiha- 

                        ri. 

b. Jawaban atas pertanyaan yang diajukan, Ketua 

Pengadilan Agama Pelaihari mengatakan bahwa, 

pada dasarnya asas permohonan PK hanya satu kali, 

artinya tidak berlaku untuk berulangkali atau 

berkali-kali, sebab upaya hukum PK merupakan 

upaya hukum luar biasa yang hanya bisa satu kali 

saja. Jika berulangkali dikhawatirkan akan berlarut-

larutnya suatu sengketa, hingga memakan waktu 

yang cukup lama yang pada akhirnya tidak 

mencerminkan akan kepastian hukum dan keadilan. 

                                                           
37 Sri Sulistyani Endang Setyawati, Wakil Ketua Pengadilan 

Agama Martapura, Wawancara Pribadi, Martapura, 3 Oktober 2014. 
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Alasan pendapat ini didasarkan kepada Undang 

Undang Nomor 5 Tahun 2004, Undang Undang 

Nomor 50 Tahun 2009 dan Pedoman Pelaksanaan 

Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 

2013. 

Berkaitan dengan sikap hukum terhadap PK yang 

diajukan untuk kedua kalinya atau lebih dalam 

perkara perdata, Ketua Pengadilan Agama Pelaihari 

mengatakan bahwa tidak menutup sama sekali 

adanya PK kedua kalinya, namun hal itu jauh 

kemungkinan akan terjadi, secara filosofis mungkin 

bisa terjadi. Adapun alasan yang dikemukannya 

adalah bahwa menerima PK untuk  

yang kedua kali itu sebagai antisipasi kemungkinan 

adanya unsur kelalaian / kekeliruan Hakim yang 

nyata, unsur kebohongan, novum atau adanya 2 

(dua) putusan yang sama objeknya, subyeknya dan 

pokok perkaranya
38

 

 

8. Pengadilan Agama Marabahan 

a. Identitas Responden : 

- Nama  : Drs.H. Bahran, MH. 

- Umum : 54 Tahun. 

- Pendidikan : S.2 Magister Hukum. 

- Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Maraba- 

han. 

 

b. Jawaban atas pertanyaan yang diajukan, Ketua 

Pengadilan Agama Marabahan mengatakan bahwa, 

PK dalam perkara perdata pasca putusan MK Nomor 

34/PUU-XI/2013 tetap hanya satu kali “PK hanya 

                                                           
38 Amir Husin, Ketua Pengadilan Agama Pelaihari, 

Wawancara Pribadi, Pelaihari, 29 September 2014. 
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berlaku untuk satu kali”. Alasannya adalah bahwa 

dalam perkara perdata tidak ada aturannya PK dapat 

dilakukan dua kali atau lebih “Tidak ada aturannya”. 

Berkaitan dengan sikap hukum Ketua Pengadilan 

Agama terhadap PK yang diajukan untuk kedua kali 

atau lebih dalam perkara perdata, maka kami tidak 

akan menerimanya “Tidak menerima”. Alasannya 

adalah bahwa hal yang demikian itu tidak ada 

aturannya “Karena tidak ada aturannya”
39

 

Matrikasi untuk memudahkan memahami data yang 

diperoleh : 

 
 

 

NO 

 

 

RESPONDEN 

APAKAH PERUBAHAN PK 

DALAM PERKARA PIDANA  

JUGA BERLAKU TERHADAP PK 

DALAM PERKARA PERDATA 

SIKAP HUKUM JIKA PK DIAJUKAN 

UNTUK KEDUA KALINYA ATAU 

LEBIH DALAM PERKARA 

PERDATA 

PERSEPSI ALASAN SIKAP HUKUM ALASAN 

 

 

 

1.  

 

 

 

Ketua PN 

Banjarmasin 

 

 

Tidak mempenga 

ruhi Hukum Acara 

Perdata 

 

 

Putusan MK 

No.34/PUU-

XI/2013 hanya 

berlaku terhadap 

PK perkara 

pidana 

 

Mengeluarkan 

Penetapan dengan 

menyatakan tidak 

dapat diterima 

berkas tidak dikirim 

ke MA. 

Berdasarkan  Pasal 

66 ayat (1) UU 

No.14/1985 Jo UU 

No.5/2004 Jo UU 

No.3/2009 Jo Pasal 

24 ayat (2) UU 

No.48/ 2009 

 

 

2. 

 

 

Ketua PA 

Banjarmasin 

Tidak berlaku 

dalam  perkara 

perdata. Pengajuan 

PK hanya satu 

kali. 

 

Undang Undang 

hanya menetap- 

kan pengajuan PK 

satu kali saja. 

Tida menerima PK 

yang diajukan 

untuk kedua kali- 

nya atau lebih, 

karena dasar hu -

kumnya tidak ada. 

 

Sesuai dengan 

ketentuan hukum 

acara perdata yang 

berlaku di PA. 

 

 

3. 

 

 

Ketua PN 

Martapura 

 

 

Tidak berlaku 

dalam  perkara 

perdata 

Berdasarkan  

Pasal 66 ayat (1) 

UU No.14/1985 

Jo UU No.5/2004 

Jo UU No.3/2009 

Jo Pasal 24 ayat 

(2) UU No.48/ 

 

Mengeluarkan 

Penetapan dengan 

menyatakan tidak 

dapat diterima 

berkas tidak dikirim 

ke MA. 

 

 

 

SEMA No.10 

Tahun 2009. 

                                                           
39 Bahran, Ketua Pengadilan Agama Marabahan, Wawancara 

Pribadi, Marabahan, 6 Nopember 2014. 
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2009 

 

 

 

4. 

 

 

 

Ketua PA 

Martapura 

 

 

Tidak berlaku 

dalam  perkara 

perdata 

Berdasarkan  

Pasal 66 ayat (1) 

UU No.14/1985 

Jo UU No.5/2004 

Jo UU No.3/2009 

Jo Pasal 24 ayat 

(2) UU No.48/ 

2009 

 

Mengeluarkan 

Penetapan dengan 

menyatakan tidak 

dapat diterima 

berkas tidak dikirim 

ke MA. 

 

 

 

SEMA No.10 

Tahun 2009. 

 

 

5. 

 

 

Ketua PN 

Pelaihari 

 

Tidak berlaku 

dalam  perkara 

perdata 

 

 

UU No.3/2009 

Mengeluarkan 

Penetapan dengan 

menyatakan tidak 

dapat diterima 

berkas tidak dikirim 

ke MA. 

 

 

Karena sudah 

diputuskan 

Mahkamah 

Konstitusi. 

 

 

 

6. 

 

 

 

Ketua PA 

Pelaihari 

 

 

Tidak berlaku 

dalam  perkara 

perdata 

 

UU No. 5 Tahun 

2004, Pedoman 

pelaksanaan 

tugas dan admi 

nistrasi PA 2013. 

 

 

Tidak menutup 

samasekali adanya 

PK untuk kedua-

kalinya. 

Sebagai antisipasi 

adanya kelalai 

an/kekeliruan 

Hakim, kebohong 

an, novum. 

7. Ketua PN 

Marabahan 

Tidak berlaku 

dalam  perkara 

perdata, PK hanya 

satu kali. 

 

Jika PK 

dilakukan 

beberapa kali, 

menimbulkan 

ketidak-patian 

hukum. 

 

Tida menerima PK 

yang diajukan 

untuk kedua 

kalinya atau lebih 

Akan 

menimbulkan 

ketidak-pastian 

hukum. 

 

8. 

 

Ketua PA 

Marabahan 

Tidak berlaku 

dalam  perkara 

perdata, PK hanya 

satu kali. 

 

Tidak ada 

aturannya PK 

dalam perkara 

perdata dua kali 

atau  lebih. 

Tida menerima PK 

yang diajukan 

untuk kedua 

kalinya atau lebih 

Tidak ada 

aturannya PK 

dalam perkara 

perdata dua kali 

atau  lebih. 
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B. Analisis Data 

 

Salah satu ciri negara yang demokratis adalah 

kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari campur 

tangan siapapun dan dalam bentuk apapun. Undang 

Undang Dasar 1945 dalam Pasal 24 ayat (1) menyebutkan 

bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan 

yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan”. Ketentuan tersebut 

memberikan pengertian yang luas tentang tujuan 

penyelenggaraan peradilan, yaitu suatu proses upaya 

menegakkan hukum dan keadilan.  

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada 

hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang 

menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat 

diatur oleh kaedah hukum, akan tetapi mempunyai unsur 

penilaian pribadi, demikian yang dikatakan oleh Weyne 

La Favre sebagaimana yang dikutip oleh Soerjono 

Soekanto. Kemudian dikatakan bahwa pada hakikatnya 

diskresi berada diantara hukum dan moral
40

 Harus diakui 

bahwa apabila penegakan hukum hanya diartikan sebagai 

melaksanakan undang-undang, maka akan terasa kaku, 

malahan dapat mengganggu kedamaian di dalam 

pergaulan masyarakat. Jika ini terjadi, maka justru kontra 

produktif dengan harapan penegakan hukum itu sendiri. 

Masalah pokok penegakan hukum menurut Soerjono 

Soekanto sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang 

mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut 

mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau 

                                                           
40

 Soerjono Soekanto, Faktor Faktor Yang Mempengaruhi 

Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. keenam, 

2005, h.7. 
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negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.  Faktor-

faktor tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini 

akan dibatasi pada undang undang saja. 

2. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini 

akan dibatasi pada undang undang saja. 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan 

hukum. 

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum 

tersebut berlaku atau diterapkan. 

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan 

rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam 

pergaulan hidup
41

 

 

Pada unsur faktor penegak hukum tersebut yaitu 

pihak yang membentuk hukum maupun yang menerapkan 

hukum sangat penting, karena disinilah letak bekerjanya 

hukum baik atau buruk. Akan tetapi yang tak kalah 

pentingnya adalah hukum itu sendiri sebagai suatu 

lembaga yang menerima pengaruh perubahan, sehingga 

diperlukan adanya respons dari hukum yang peranannya 

dimainkan oleh para ahli hukum untuk mencapai tujuan 

sosial, sebagaimana yang disebutkan oleh Huntington 

Cairne yang menyebutkan bahwa  Law as a social scince. 

Sebagai teknologi sosial ilmu pengetahuan hukum harus 

mampu menciptakan dan menerapkan peraturan-peraturan 

hukum yang diperlukan, guna mencapai tujuan-tujuan 

sosial yang diharapkan
42

. Salah satu ahli hukum itu adalah 

Hakim.  Hakim merupakan salah satu aparat penegak 

hukum, melalui sebuah proses penafsiran yang melahirkan 

putusan-putusan inilah hukum menjadi hidup. Oleh karena 

                                                           
41 Ibid, h. 8. 
42

 Ok. Chairuddin, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 

1991, h.97. 
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itu pandangan atau pemahaman hakim tentang hukum 

sangat mempengaruhi proses penegakan hukum itu 

sendiri. Jika seorang Hakim termasuk yang menganut 

pandangan positivis yang melahirkan legisme, maka 

Hakim hanya dipandang sekedar sebagai ”terompit 

undang-undang” atau sebagai ”bouche de la loi”
43 

 

Bahkan menurut Montesquieu (Paul Scholten 1934:2) 

pernah mengemukakan bahwa ”Hakim-hakim rakyat tidak 

lain hanya corong yang mengucapkan teks undang-

undang. Jika teks itu tidak berjiwa dan tidak manusiawi, 

para hakim tidak boleh mengubahnya, baik tentang 

kekuatannya maupun tentang keketatannya”
44

 

Untuk mengetahui apakah  seorang Ketua 

Pengadilan yang juga seorang hakim termasuk yang 

berpandangan positivis, disini akan terlihat dari data yang 

didapat Penulis. Untuk memudahkan pemahaman terhadap 

pendapat Ketua Pengadilan yang berkaitan dengan 

bagaimana persepsi Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua 

Pengadilan Agama tentang PK dalam perkara perdata 

pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-

XI/2013 dan bagaimana sikap hukum Ketua Pengadilan 

Negeri dan Ketua Pengadilan Agama apabila diajukan 

permohonan Peninjauan Kembali untuk kedua kalinya 

atau lebih dalam perkara perdata, maka pembahasannya 

akan dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu pertama 

pendapat Ketua Pengadilan dalam lingkungan peradilan 

umum dan kedua, pendapat Ketua Pengadilan dalam 

lingkungan peradilan Agama. 

Pertama, ada 4 (empat) Ketua Pengadilan Negeri, 

yaitu Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, Ketua 

                                                           
43

 Achmad Ali, Sosiologi Hukum, STIH IBLAM, Jakarta, 

2004, h.36. 
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 Ibid, h. 37. 
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Pengadilan Negeri Martapura, Ketua Pengadilan Negeri 

Pelaihari dan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan yang 

diwakili oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marabahan. 

Pada dasarnya ke empat Ketua Pengadilan Negeri ini 

berpendapat sama, yaitu bahwa putusan MK Nomor 

34/PUU-XI/2013 mengenai ketentuan Pasal 268 ayat (3) 

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana, hanya tertuju kepada PK dalam perkara 

pidana saja, tidak mengatur dan tidak menyatakan Undang 

Undang lain, sehingga Undang Undang lain yang 

mengatur tentang PK masih berlaku. Hal ini berarti bahwa 

PK dalam perkara perdata hanya diperbolehkan satu kali 

saja. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan hukum  

dalam hukum acara pidana  tidak dengan serta  mesta  

diikuti  dengan  perubahan   

hukum dalam hukum acara perdata, walaupun bunyi 

norma hukum yang telah diuji materil itu sama, yaitu 

bahwa PK hanya dapat dilakukan satu kali. Disinilah yang 

menurut Penulis sungguh sangat eronis, bahwa dalam 

waktu yang sama dan mengatur hal yang sama yaitu 

tentang PK, yang diajukan kepada lembaga yang sama 

yaitu Mahkamah Agung, terdapat aturan yang saling 

berbeda. Di satu sisi Pasal 24 ayat (2) Undang Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 66 ayat (1) Undang 

Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang membatasi bahwa 

PK hanya dapat diajukan satu kali saja, sedangkan 

ketentuan yang sama yaitu Pasal 268 ayat (3) Undang 

Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang sebelum diuji materiil 

juga menentukan bahwa PK hanya dapat ajukan satu kali. 

Akan tetapi  setelah diuji materiil dengan Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 ketentuan 

tersebut dinyatakan bertentangan dengan Undang Undang 

Dasar 1945, oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan 

hukum mengikat, sehingga akibat hukumnya adalah 

bahwa pengajuan PK boleh dilakukan lebih dari satu kali.  
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Masyarakat pencari keadilan sesungguhnya 

menghendaki bahwa jika suatu aturan mengenai sesuatu 

hal yang sama, dengan bunyi redaksional dan maksud 

yang sama, maka aturan itu dapat keberlakuan yang sama 

pula walaupun aturan itu ada di berbagai peraturan 

perundang-undangan. Sistem hukum mengajarkan kepada 

kita bahwa antara peraturan yang satu tidak boleh 

bertentangan dengan peraturan yang lainnya, sehingga dari 

manapun kita membicarakan tentang hukum pada 

akhirnya pasti akan ketemu asas-asasnya. 

Reformasi menghendaki adanya perubahan, 

termasuk dalam bidang  hukum. Harus diakui bahwa yang 

membedakan antara manusia dengan mahluk lainnya 

adalah keinginan manusia yang selalu ingin berubah. 

Perubahan tersebut dapat terwujud dalam berbagai bentuk, 

tergantung dari situasi dan kondisi lingkungan yang 

mempengaruhinya. Suatu hal yang harus diterima adalah 

bahwa apapun bentuk perubahan yang terjadi, pada 

dasarnya manusia berkeinginan untuk mendapatkan 

kehidupan yang lebih patut dan lebih layak dari kehidupan 

sebelumnya. 

Tuntutan perubahan kehidupan  manusia pada 

dasarnya disebabkan oleh 2 (dua) faktor, yaitu pertama 

faktor internal yang  merupakan faktor yang muncul dari 

dalam diri manusia itu sendiri  dan yang ke dua faktor 

eksternal, yaitu suatu kondisi yang  muncul dari luar diri 

manusia itu sendiri. Kedua faktor ini secara simultan 

berpengaruh dan punya andil besar terhadap perubahan 

yang terjadi pada diri manusia. Perubahan kearah 

kehidupan yang lebih baik baru akan mempunyai makna 

apabila manusia tersebut melakukan interaksi dengan 

manusia yang lain.  

Dalam proses interaksi tersebut, sering terjadi 

benturan-benturan kepentingan atau kebutuhan. 

Kepentingan atau kebutuhan antara individu yang satu 

dengan yang lain kadang-kadang bersamaan, ada 
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kepentingan yang saling sesuai dan saling mengisi, dan 

ada pula yang bertentangan satu dengan yang lain. Seluruh 

kepentingan tersebut haruslah ditentukan batas-batasnya 

dan dilindungi agar tidak saling bertabrakan, hal ini adalah 

merupakan tugas hukum dalam rangka pelayanan dan 

pengayoman terhadap kepentingan masyarakat. 

Demikin pula halnya dalam perkara pidana, putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 telah 

memberikan terobosan yang sangat signifikan terhadap 

perubahan hukum. Betapa tidak, dulu sebelum lahirnya 

putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, permohonan PK 

hanya dapat dilakukan satu kali saja, akan tetapi sekarang 

pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-

XI/2013 ini Mahkamah Konstitusi telah menghapuskan 

pembatasan PK, artinya PK boleh beberapa kali, asalkan 

memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-

undang. Alasan yang paling mendasar dan menjadi 

pertimbangan dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini 

adalah “Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau 

ketentuan formalitas yang membatasi bahwa upaya hukum 

luar biasa (Peninjauan Kembali) hanya dapat diajukan 

satu kali, karena mungkin saja setelah diajukannya PK 

dan diputus, ada keadaan baru (novum) yang substansial 

baru ditemukan yang pada saat PK sebelumnya belum 

ditemukan.”  

Jika dalam perkara pidana novum merupakan alasan 

yang mendasar untuk menghapuskan pembatasan 

permohonan PK, lalu bagaimana dalam perkara perdata. 

Ternyata dalam perkara perdata tidaklah demikian, artinya 

sekalipun ada novum, PK untuk yang kedua kalinya dalam 

perkara perdata tidak dapat diajukan. Sebagaimana Penulis 

uraikan diatas, bahwa data penelitian ini menunjukkan 

bahwa semua responden yang tergabung dalam 

lingkungan peradilan umum berpendapat bahwa 

perubahan dalam aturan PK dalam perkara pidana tidak 

termasuk aturan PK perkara perdata, artinya perubahan itu 
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hanya untuk aturan PK perkara pidana saja, tidak termasuk 

aturan PK perkara perdata. Dengan demikian, 

sesungguhnya tidak ada perubahan aturan apapun dalam 

aturan permohonan PK dalam perkara perdata pasca 

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013. 

Oleh karena itu semua responden akan mengambil sikap 

bahwa tidak akan menerima permohonan PK untuk yang 

kedua-kalinya atau lebih dalam perkara perdata. Dapatlah 

dikatakan disini bahwa  ada 2 (dua) alasan yang diberikan 

oleh responden tersebut, yaitu : 

1. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-

XI/2013 hanya ditujukan untuk perkara pidana saja, 

tidak termasuk perkara perdata. 

2. Dasar hukum pengajuan permohonan PK antara 

perkara pidana dan perkara perdata berbeda. Dalam 

perkara perdata merujuk kepada ketentuan Pasal 66 

ayat (1) UU No.14/1985 Jo UU No.5/2004 Jo UU 

No.3/2009 Jo Pasal 24 ayat (2) UU No.48/2009. 

Harus diakui bahwa memang benar putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 hanya 

ditujukan untuk perkara pidana saja, tidak termasuk 

perkara perdata. Akan tetapi norma hukum yang diuji 

dalam perkara pidana tersebut adalah sama dengan norma 

hukum yang ada dalam perkara perdata, yaitu adanya 

pembatasan permohonan PK hanya untuk satu kali saja. 

Jika masalah novum dalam PK perkara pidana merupakan 

hal yang dinilai substansial, menurut pendapat Penulis 

seharusnya begitu juga halnya masalah novum dalam PK 

perkara perdata, karena mungkin saja setelah diajukannya 

permohonan PK dan telah diputus, ada keadaan baru 

(novum) yang substansial baru ditemukan yang pada saat 

PK sebelumnya belum ditemukan. Novum bukanlah satu-

satunya syarat atau alasan untuk dapat mengajukan PK, 

masih ada syarat atau alasan lain yang juga sangan 

memungkinkan diajukannya PK. Berdasarkan ketentuan 

Pasal 67 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 
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Mahkamah Agung menyebutkan bahwa permohonan PK 

putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-

alasan sebagai berikut : 

a. Apabila putusan didasarkan pada suatu 

kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang 

diketahui setelah perkaranya diputus atau 

didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh 

hakim pidana dinyatakan palsu. 

b. Apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-

surat bukti yang bersifat menentukan yang pada 

waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. 

c. Apabila telah dikabulkan sesuatu hal yang tidak 

dituntut atau lebih dari pada yang dituntut. 

d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan 

belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-

sebabnya. 

e. Apabila antara pihak-pihak yang sama, 

mengenai soal yang sama, atas dasar yang sama, 

oleh pengadilan yang sama atau sama 

tingkatannya telah diberikan putusan yang 

bertentangan satu dengan yang lain. 

f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu 

kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang 

nyata. 

Sebagaimana Penulis sebutkan diatas bahwa jika 

masalah  novum terkait PK perkara pidana merupakan hal 

yang dinilai substansial, seharusnya begitu juga halnya 

masalah novum terkait PK perdata, karena mungkin saja 

setelah diajukannya PK dan diputus, ada keadaan baru 

(novum) yang substansial baru ditemukan yang pada saat 

PK sebelumnya belum ditemukan atau apabila dalam 

suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu 

kekeliruan yang nyata yang baru diketahui setelah PK 

diputuskan. Dalam penentuan hak atas tanah atau benda 

terdaftar lainnya misalnya, adanya bukti otentik dapat saja 
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bersifat substansial. Selain itu, dalam perkara gugatan 

ganti rugi, entah berdasarkan wanprestasi atau berdasarkan 

alasan  lainnya, hakim semestinya mendasari kewajiban 

ganti rugi yang diperintahkannya berdasarkan suatu nilai 

yang obyektif dan faktual. Tidak cermatnya penilaian atas 

hal-hal tersebut dalam proses persidangan, tentu dapat 

berakibat pada tidak wajarnya dampak putusan yang 

diambilnya. Dengan demikian, kekeliruan atau kekhilafan 

nyata,  sebagian orang menyebutnya sebagai (proses) 

peradilan sesat, tak hanya dapat terjadi menyangkut nasib 

terpidana, tetapi juga pihak “terhukum” dalam sebuah 

perkara perdata. Jika sudah demikian kondisi fakta 

hukumnya, mengapa harus mempertahankan ketentuan 

lama yang nyata-nyata tidak memberikan keadilan. 

Kedu, ada 4 (empat) Ketua Pengadilan dalam 

lingkungan Peradilan Agama, yaitu Ketua Pengadilan 

Agama Banjarmasin, Ketua Pengadilan Agama Martapura, 

Ketua Pengadilan Agama Pelaihari dan Ketua Pengadilan 

Agama Marabahan. Pada dasarnya ke empat Ketua 

Pengadilan Agama ini berpendapat sama, yaitu bahwa 

permohonan PK hanya satu kali, artinya tidak berlaku 

untuk berulangkali atau berkali-kali, sebab upaya hukum 

PK merupakan upaya hukum luar biasa yang hanya bisa 

satu kali saja. Jika berulangkali dikhawatirkan akan 

berlarut-larutnya suatu sengketa, hingga memakan waktu 

yang cukup lama yang pada akhirnya tidak mencerminkan 

akan kepastian hukum dan keadilan. 

Pernyataan yang telah diberikan oleh ke empat 

Ketua Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama 

tersebut dapat dipahami, karena hukum acara perdata yang 

berlaku dalam lingkungan peradilan agama pada dasarnya 

sama dengan hukum acara perdata yang berlaku dalam 

lingkungan peradilan umum, kacuali secara khusus di 

tentukan lain oleh undang-undang, sebagaimana yang 

disebutkan dalam Pasal 54 Undang Undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan 
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bahwa “Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan 

dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara 

Perdata yang berlaku pada  Pengadilan dalam lingkungan 

Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus 

dalam Undang Undang ini”. 

Walaupun pada dasarnya pendapatnya sama yaitu 

menolak permohonan PK untuk yang kedua kalinya atau 

lebih, akan tetapi ada 2 (dua) Ketua Pengadilan Agama 

yang mempunyai sikap yang berbeda, terutama berkaitan 

dengan alasan yang dikemukakan oleh pemohon PK 

dalam pengajuan PK yang bersangkutan. Pertama, 

pendapat Ketua Pengadilan Agama Pelaihari, yang 

menyatakan bahwa tidak menutup sama sekali adanya PK 

kedua kalinya, namun hal itu jauh kemungkinan akan 

terjadi, secara filosofis mungkin bisa terjadi. Adapun 

alasan yang dikemukannya adalah bahwa menerima PK 

untuk yang kedua kali itu sebagai antisipasi kemungkinan 

adanya unsur kelalaian / kekeliruan Hakim yang nyata, 

unsur kebohongan, novum atau adanya 2 (dua) putusan 

yang sama objeknya, subyeknya dan pokok perkaranya. 

Jika alasan-alasan yang dikemukakan oleh pemohon PK 

sebagaimana yang telah disebutkanya itu, maka Ketua 

Pengadilan Agama Pelaihari akan menerima permohonan 

PK. Pengdapat yang Kedua dari Ketua Pengadilan Agama 

Martapura yang menyatakan bahwa terhadap suatu objek 

perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan PK yang 

bertentangan satu dengan yang lain, ada yang diajukan 

permohonan PK, permohonan PK tersebut diterima dan 

berkas perkaranya tetap dikirimkan ke Mahkamah Agung. 

Kedua pendapat ini mendasarkan pendapatnya tersebut 

merujuk kepada ketentuan yang diatur dalam Pasal 67 

Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung. Jika demikian pendapatnya, maka 

menurut pendapat Penulis, kedua Ketua Pengadilan 

Agama tersebut mencoba melakukan interpretasi dengan 

menggunakan analogi hukum terhadap putusan 
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Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor34/PUU-XI/2013 

dalam perkara pidana.  

Jika dalam perkara pidana berdasarkan putusan MK 

Nomor34/PUU-XI/2013 yang mana PK dapat dilakukan 

berkali-kali dengan tujuan untuk menegakkan keadilan, 

maka demikian pula seharusnya dalam perkara perdata. 

Tujuan akhir penegakan hukum itu adalah keadilan itu 

sendiri. Keadilan dan kepastian hukum itu haruslah 

berjalan secara beriringan. Tidak ada kepastian hukum 

tanpa keadilan dan tidak akan pernah ada keadilan tanpa 

kepastian hukum. Dalam hukum positif, kepastian hukum 

lebih banyak berurusan dengan norma hukum acara, salah 

satunya aturan PK hanya boleh sekali adalah demi 

kepastian hukum.  

Dalam perkara perdata, jika salah satu pihak 

dikalahkan dan telah melaksanakan prestasi sebagaimana 

putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap, akan tetapi dikemudian hari ternyata diketemukan 

novum atau terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu 

kekeliruan yang nyata, haruskah hak-hak hukumnya untuk 

memperoleh keadilan dibelenggu hanya karena PK hanya 

boleh satu kali saja. 

Demikian juga halnya keberatan atas tak perlu 

dibatasinya permohonan PK cukup hanya sekali, 

didasarkan pada kekhawatiran berlarut-larutnya suatu 

sengketa. Para pihak akan bertikai tanpa henti. 

Pertanyaannya adalah apa yang sebenarnya dapat 

menghentikan sengketa? Kita akan kembali pada asas-asas 

fundamental proses peradilan yang baik. Tak berjalannya 

proses peradilan sebagaimana mestinya, tentu berakibat 

pada lemahnya posisi hukum yang hendak dipertahankan. 

Betul, bahwa legitimasi pengadilan dalam perkara perdata 

bisa jadi bersumber dari pengakuan para pihak yang telah 

mempercayakan penyelesaian perkara mereka kepada 

pengadilan. Namun, tanpa suatu prinsip yang hakiki dan 

berlaku umum, legitimasi itu sendiri sesungguhnya sangat 
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rapuh. Terlebih lagi, kenyataan yang terjadi terkadang tak 

sesempurna apa yang pernah dibayangkan. 

Argumentasi semua responden yang menyatakan 

bahwa tidak ada perubahan aturan PK dalam perkara 

perdata merujuk kepada ketentuan Pasal 66 ayat (1) 

Undang Undang Nomor14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung, sebagaimana telah dirubah dengan 

Undang Undang No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan 

Atas UU No.14 Tahun 1985, sebagaimana telah dirubah 

dengan Undang Undang No.3 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang Undang No.14 Tahun 

1985 tentang Mahkamah Agung, kemudian merujuk 

kepada ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

Dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang Undang 

Nomor14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 

menyebutkan bahwa “Permohonan Peninjauan Kembali 

dapat diajukan hanya 1 (satu) kali”. Kemudian di dalam 

ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang 

menyebutkan bahwa “Terhadap putusan Peninjauan 

Kembali tidak dapat dilakukan Peninjauan Kembali”. 

Beberapa responden nampaknya tidak berani mengambil 

suatu kebijakan terobosan dengan menganalogikan bahwa 

jika suatu norma hukum yang sama bunyinya atau sama 

redaksionalnya atau sama maksudnya yang ada dalam 

suatu undang undang, telah diuji materil dan diputuskan 

oleh Mahkamah Konstitusi, maka putusan Mahkamah 

Konstitusi tersebut mengikat dan berlaku untuk semua 

undang undang yang memuat hal yang sama tersebut. Jika 

hal ini dilakukan, maka akan terbentuk suatu sistem 

hukum yang harmonis. Satjipto Rahardjo, yang mengutip 

pendapat Shrode & Voich mengatakan bahwa sistem 

adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri 

dari bagian bagian yang berhubungan satu sama lain. 

Pemahaman yang demikian itu hanya menekankan pada 
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ciri keterhubungan dari bagian bagiannya, tetapi 

mengabaikan cirinya yang lain, yaitu bahwa bagian bagian 

tersebut bekerjasama secara aktif untuk mencapai tujuan 

pokok dari kesatuan tersebut
45

. Disini harmonisasi hukum 

tersebut sangat penting untuk menghendari terjadinya 

pertentangan antar norma hukum itu sendiri. 

Memang betul bahwa proses peradilan perdata pada 

prinsipnya berangkat dari kebenaran formil yang sebagian 

besarnya mengacu pada surat-surat bukti (otentik) dan 

keterangan para pihak terkaitnya. Namun, jika kita cermati 

dasar-dasar diajukannya PK perdata, sebenarnya sama-

sama berangkat dari usaha untuk meluruskan kekhilafan 

nyata (faktual) yang sebelumnya telah terjadi. Ini dapat 

terjadi, antara lain, akibat tipu daya atau kebohongan salah 

satu pihak dalam perkara tersebut. Sebagaimana 

ketidakadilan yang lahir apabila seorang terpidana tak 

bersalah dihukum dengan bukti yang (ternyata) tidak 

benar, begitu pula halnya dengan putusan perdata yang 

juga dapat menghukum salah satu pihak berdasarkan bukti 

atau keadaan yang tidak benar (“proses peradilan yang 

sesat”). 

Konstitusi kita sebenarnya menjamin perlindungan 

diri pribadi setiap orang, termasuk harta benda yang 

berada di bawah kekuasaannya, sebagaimana disebutkan 

dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi 

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, 

keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di 

nbawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan 

perlindungandari ancaman ketakutan untuk berbuat atau 

tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. 

Kemudian kalau kita lihat dalam ketentuan Pasal 28 ayat 

(4) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Setiap orang 

                                                           
45

 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1986, 

h.88. 
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berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik 

tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang oleh 

siapapun”. Merujuk kepada kedua ketentuan Pasal 28G 

ayat (1) dan Pasal 28 ayat (4) UUD 1945 tersebut maka 

jelaslah bahwa hak asasi tak hanya meliputi perlindungan 

diri pribadi seseorang, namun juga harta benda yang di 

bawah kekuasaannya. Dengan demikian, bukan hanya 

dalam perkara pidana saja, ternyata sangat jelas bahwa 

permasalahan hak asasi juga dapat terjadi dalam perkara 

perdata. Perbedaannya, mungkin dalam perkara perdata 

putusan yang menghukum tersebut, dapat sekaligus 

melahirkan suatu hak atau kenikmatan bagi pihak yang 

menang dalam perkara. Jika demikian, maka berdasarkan 

tuntutan keadilan, betul bahwa ketentuan PK sudah 

seharusnya menjamin kesetaraan posisi hukum bagi pihak 

yang berperkara. 

Keberatan atas tak perlu dibatasinya permohonan 

PK cukup hanya sekali, didasarkan pada kekhawatiran 

berlarut-larutnya suatu sengketa. Para pihak akan bertikai 

tanpa henti. Pertanyaannya adalah apa yang sebenarnya 

dapat menghentikan suatu sengketa? Kita akan kembali 

pada asas-asas fundamental proses peradilan yang baik. 

Tak berjalannya proses peradilan sebagaimana mestinya, 

tentu berakibat pada lemahnya posisi hukum yang hendak 

dipertahankan. Betul, bahwa legitimasi pengadilan dalam 

perkara perdata bisa jadi bersumber dari pengakuan para 

pihak yang telah mempercayakan penyelesaian perkara 

mereka kepada pengadilan. Namun, tanpa suatu prinsip 

yang hakiki dan berlaku umum, legitimasi itu sendiri 

sesungguhnya sangat rapuh. Terlebih lagi kenyataan yang 

terjadi terkadang tak sesempurna apa yang pernah 

dibayangkan.  

Adanya beberapa dasar pengajuan permohonan PK 

yang berbeda, pengaturan pembatasan PK hanya boleh 

sekali ini secara praktis juga menyimpan kelemahan. 

Sebagaimana ilustrasi MK dalam Putusan No. 34/PUU-



70 
 

 
 

XI/2013, kebohongan atau surat bukti baru (novum) dalam 

perkara perdata dapat saja ditemukan setelah sebuah 

permohonan PK pernah diajukan sebelumnya. Lalu, 

apakah adanya novum ini akan diabaikan, semata karena 

PK hanya boleh diajukan sekali saja. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang 

Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang menyebutkan bahwa 

“Permohonan PK diajukan oleh Pemohon kepada 

Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri yang 

memutus perkara dalam tingkat pertama dengan 

membayar biaya yang diperlukan” Disini kedudukan 

Ketua Pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri dan 

Pengadilan Agama) sangat menentukan diterima atau 

tidaknya permohonan PK untuk kedua-kalinya atau lebih. 

Sikap hukum responden yang menutup kemungkinan 

menerima pengajuan permohonan PK yang kedua atau 

lebih dapat diinterpretasikan sebagai sikap yang lebih 

menitikberatkan kepada kepastian hukum saja, kurang 

memperhatian aspek keadilan yang  hakiki dalam 

penegakan hukum. Sikap seperti ini layaknya seorang 

hakim hanya menjadi mulutnya undang undang. Jika 

hanya sekedar menjadi mulutnya undang-undang, maka 

ini berarti hakim tidak boleh berbuat selain dari 

menerapkan undang-undang secara kaku, karena undang-

undang dianggap sudah lengkap dan jelas dalam mengatur 

segala persoalan yang ada. Pada hal menurut Penulis, 

tidak ada kasus yang dapat dikategorikan hukumnya sudah 

lengkap dan jelas, karena undang-undang itu tidak pernah 

mengatur suatu kasus yang in konkrito. Hakimlah yang 

mengkonkretkannya terhadap suatu kasus tertentu di 

dalam praktek peradilan. Penulis teringat apa yang 

disampaikan oleh Karl Llewellyn, hukum bukanlah apa 

yang ditemukan di buku-buku (perundang-undangan), 
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hukum adalah apa yang dilakukan oleh aparat 

pengadilan
46

 

Demikian juga jika diperhatikan asas legalitas yang 

dipandang sebagai lex scripta “lex certa” dan “lex stricta” 

sudah banyak mendapat kritikan. Dr. Marjanne 

Termorshuizen antara lain mengatakan “the view that a lex 

scripta can be certa, that is to say certain, in the sence of 

unambiguous, cannot be maintained. There is no such 

thing as a legal provision which is clear and unambiguous 

in all circumstances”
47  

(Pandangan bahwa hukum tertulis itu jelas dan pasti, 

dalam arti tidak ambigius, tidak dapat dipertahankan. 

Tidak ada sesuatu ketentuan hukum yang jelas dan tidak 

ambigius dalam semua keadaan).  

Saat ini para ahli hukum belum dapat memberikan 

jawaban yang jelas atas pertanyaan : jika dalam perkara 

pidana PK boleh diajukan berkali-kali, mengapa dalam 

perkara perdata PK masih dibatasi hanya satu kali saja, 

pada hal baik perkara pidana maupun perkara perdata 

sama-sama menuntut adanya jaminan keadilan dan dalam 

waktu yang bersamaan terciptanya kepastian hukum. 

Demi untuk menegakkan keadilan, baik ketua 

Pengadilan Negeri maupun ketua Pengadilan Agama 

seyogyanya dapat melakukan diskresi untuk mengambil 

sebuah kebijakan dalam persoalan PK ini yang agak 

keluar dari ketentuan pasal-pasal yang ada dalam regulasi 

yang menjadi landasan hukum. Diskresi dalam kebijakan 

ini perlu  untuk memberikan rasa keadilan kepada 

masyarakat pencari keadilan, karena perangkat hukum 

yang ada belum mampu memberikan rasa keadilan yang 

dibutuhkan masyarakat.  

                                                           
46

 Achmad Ali, Ibid, hal.53. 
47

 Marjanne Termorshuizen, The Principle of Legality, Bahan 

Penataran Nasional Hukum Pidana di Semarang, 2006. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 

1. Persepsi Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua 

Pengadilan Agama tentang PK dalam perkara 

perdata pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

34/PUU-XI/2013 adalah bahw tidak ada perubahan 

hukum apapun terhadap ketentuan tentang PK dalam 

perkara perdata pascaputusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 34/PUU-XI/2013. Bahwa PK perkara 

perdata hanya satu kali saja, sesuai dengan peraturan 

hukum acara perdata yang berlaku. Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 

hanya ditujukan kepada PK dalam perkara pidana 

saja, walaupun norma hukum yang diuji materil itu 

sama dengan aturan PK dalam hukum acara perdata, 

akan tetapi tidak termasuk PK dalam  perkara 

perdata, sehingga tidak ada perubahan aturan PK 

dalam hukum acara perdata. 

 

2. Sikap hukum Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua 

Pengadilan Agama apabila diajukan permohonan 

Peninjauan Kembali untuk kedua kalinya atau lebih 

dalam perkara perdata adalah akan menolak 

permohonan PK tersebut. Alasannya adalah 

penyelesaian perkara akan berlarut-larut yang pada 

akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum. 

Hanya ketua Pengadilan Agama Pelaihari yang tidak 

menolak secara mutlak, artinya jika PK yang kedua 

kalinya didasarkan atas novum, dalam  putusan 

terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu 

kekeliruan yang nyata, maka PK yang kedua kalinya 

dapat diterima. 
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B. Saran 

1. Bahwa jika masalah  novum terkait PK perkara 

pidana merupakan hal yang dinilai substansial, 

seharusnya begitu juga halnya masalah novum 

terkait PK perkara perdata, karena mungkin saja 

setelah diajukannya PK dan diputus, ada keadaan 

baru (novum) yang substansial baru ditemukan yang 

pada saat PK sebelumnya belum ditemukan atau 

apabila dalam suatu putusan terdapat suatu 

kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata 

yang baru diketahui setelah PK diputuskan. 

2. Demi keadilan dan kepastian hukum serta 

kepemanfaatan yang lebih besar, Ketua Pengadilan 

Negeri mapun Ketua Pengadilan Agama hendaknya 

melakukan diskresi dalam hukum acara perdata, 

bahwa dalam hal PK dalam perkara perdata dapat 

dilakukan lebih dari satu kali, asalkan berdasarkan 

bukti-bukti yang kuat dan beralasan menurut 

undang-undang. 

 

 

============== 

======= 
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